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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/PMK.04/2017
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan bea
masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam rangka
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

bahwa untuk mengakomodir hasil the Joint ASEAN
Economic Minister dan the 30" ASEAN Free Trade Area
Council Meeting (AEM-30* AFTA Council Meeting) yang
telah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2016 di
Vientiane, Laos dan amandemen Operational Certification
Procedures (OCP) ASEAN Trade In Goods Agreement yang
mengatur mengenai e-Form D (Surat Keterangan Asal
Elektronik Form D), serta untuk lebih memberikan
kepastian hukum dalam pengenaan tarif bea masuk
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,
perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
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Mengingat

Menetapkan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN
INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

www.peraturan.go.id



2017, No.1980

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat
lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat
TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan
mendapatkan penangguhan bea masuk.

Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB
adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah
Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain

dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu

untuk dikeluarkan kembali.

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya

disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan

Bebas dan TPB.

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum

yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam

Daerah Pabean.

Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:

a. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha
kawasan berikat;

b. pengusaha di kawasan berikat merangkap
penyelenggara di kawasan berikat;

c. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha
gudang berikat; atau

d. pengusaha di gudang  berikat merangkap
penyelenggara di gudang berikat.

Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:

a. penyelenggara PLB;

b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau

c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara
di PLB.

Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan

perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai

penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau

kesepakatan internasional.

Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA adalah

dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebagai

dokumen pendukung dalam penelitian SKA, yaitu invoice,

packing list, Bill of Lading/Airway Bill, dan dokumen lain

yang dipersyaratkan untuk pemenuhan ketentuan asal

barang dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.

PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-

01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan

pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan
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ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari
Kawasan Bebas ke TLDDP.

Harmonized Commodity Description and Coding System
yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah
standar internasional atas sistem penamaan dan
penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian
produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh
World Customs Organization (WCO).

Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif
dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam
dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian
kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang
yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan
pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi
dan dokumen lain terkait.

Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan
keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi
bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan
kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan,
dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat
SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor
Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan
kepabeanan.

Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya
disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus
yang  ditetapkan berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu
negara untuk menentukan negara asal barang.

Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang
selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang
merinci bahwa:

a. proses produksi suatu barang yang menggunakan

bahan non-originating, di mana bahan non-
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

originating tersebut telah mengalami perubahan
klasifikasi;

b. barang yang proses produksinya menggunakan
bahan non-originating yang memenuhi kriteria
kandungan regional atau bilateral sejumlah nilai
tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau

c. mengalami suatu proses operasional tertentu atau
kombinasi dari setiap kriteria tersebut.

Negara Anggota adalah negara yang menandatangani

perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka

perdagangan barang.

Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi

Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-masing

perjanjian atau  kesepakatan internasional yang

disepakati.

Barang Originating adalah barang yang memenuhi

Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-masing

perjanjian atau kesepakatan internasional yang

disepakati.

Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari

luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi

Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-masing

perjanjian atau  kesepakatan internasional yang

disepakati.

Barang Non-Originating adalah barang yang berasal dari

luar Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi

Ketentuan Asal Barang sesuai masing-masing perjanjian

atau kesepakatan internasional yang disepakati.

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang

selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap

pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang
menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah

Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi.

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya

disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah

atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara
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Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk
menerbitkan SKA atas barang yang akan diekspor.
Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA yang berisi
ketentuan mengenai pengisian SKA dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari SKA.

Eksportir = Bersertifikat = (Certified  Exporter) yang
selanjutnya disebut Eksportir Bersertifikat adalah
eksportir produsen yang berhak untuk menerbitkan
invoice declaration, di mana eksportir tersebut telah
disertifikasi oleh Instansi Penerbit SKA yang juga
memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi
mandiri.

Sertifikasi Mandiri (Self Certification) yang selanjutnya
disebut Sertifikasi Mandiri adalah skema pernyataan asal
barang dalam bentuk invoice yang dibuat oleh Eksportir
Bersertifikat, yang di dalamnya terdapat pernyataan
bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean
dapat diberikan Tarif Preferensi.

Invoice Declaration adalah pernyataan dari Eksportir
Bersertifikat yang menyatakan bahwa barang di dalam
invoice dapat diberikan Tarif Preferensi.

ASEAN Single Window yang selanjutnya disingkat ASW
adalah suatu lingkungan (environment) di mana sistem
National Single Window dari Negara Anggota ASEAN
dioperasikan dan diintegrasikan sehingga mampu
meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang
antar Negara Anggota ASEAN, untuk mendorong
percepatan proses customs clearance dan cargo release.
Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang
selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang
disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process
Specification and Message Implementation Guideline, dan
dikirim secara elektronik antar Negara Anggota ASEAN
melalui ASW sesuai dengan ketentuan mengenai
keamanan dan kerahasiaan informasi.

Penerbitan Invoice dari Negara/Pihak Ketiga (Third
Country Invoicing/ Third Party Invoicing) yang selanjutnya
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38.

39.

40.

41.

disebut Third Country Invoicing/Third Party Invoicing
adalah penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang
berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau
bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara
yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.
Surat Keterangan Asal Back-to-Back (Back-to-Back
Certificate of Origin) atau Movement Certificate yang
selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA yang
diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua
berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota
pengekspor pertama.

Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah
tanggal Bill of Lading untuk moda pengangkutan laut,
tanggal Airway Bill untuk moda pengangkutan udara,
atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda
pengangkutan darat.

Permintaan Retroactive Check adalah permintaan yang
dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Instansi
Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai
keasalan barang, baik terkait dengan Kriteria Asal
Barang, tata cara pengisian SKA, dan/atau keabsahan
SKA.

Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pejabat Bea dan Cukai di negara penerbit SKA untuk
memperoleh data atau informasi mengenai validitas
keasalan barang.

Negara Anggota Peserta MOU 2nd SCPP adalah Negara
Anggota yang berpartisipasi dalam pilot project kedua
sistem Sertifikasi Mandiri skema ATIGA.
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BAB II
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG
(RULES OF ORIGIN)

Bagian Kesatu

Tarif Preferensi

Pasal 2

Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang

besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang

berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).

Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dalam skema:

a. ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA);

b. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);

c. ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA);

d. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement
(IJEPA);

e. ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA);

f.  ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
(AANZFTA);

g. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement
(IPPTA); dan

h. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
(AJCEP).

Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan internasional.

Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan terhadap:

a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan
Impor Barang (PIB);

b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan

Impor Barang (PIB) dari TPB, yang pada saat
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-10-

pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan

persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;

impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan

Impor Barang (PIB) dari PLB, yang pada saat

pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan

persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
atau

pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan

Bebas ke TLDDP, sepanjang:

1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal
dari luar Daerah Pabean;

2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan
Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan
Tarif Preferensi; dan

3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas
yang telah memenuhi persyaratan sebagai
pengusaha yang dapat menggunakan Tarif

Preferensi.

Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf d angka 3, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a.

memiliki izin wusaha dari Badan Pengusahaan
Kawasan;

melakukan pemasukan bahan baku dan/atau
bahan penolong, dan sekaligus melakukan

pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;

memiliki dan menerapkan sistem informasi
persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang
dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai secara online dan realtime dengan persetujuan
Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;

memiliki akses kepabeanan; dan

menyampaikan konversi bahan baku menjadi
barang jadi dan blueprint proses produksi yang telah

mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean
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yang mengawasi, pada saat barang akan

dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus

memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi:

a. kriteria asal barang (origin criteria);

b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan

c. ketentuan prosedural (procedural provisions).

Rincian lebih lanjut mengenai pemenuhan Ketentuan

Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

skema:

a. ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) tercantum
dalam Lampiran I huruf A;

b. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) tercantum
dalam Lampiran [ huruf B;

c. ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) tercantum
dalam Lampiran [ huruf C;

d. Indonesia-dapan Economic Partnership Agreement
(IJEPA) tercantum dalam Lampiran I huruf D;

e. ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) tercantum
dalam Lampiran I huruf E;

f.  ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
(AANZFTA) tercantum dalam Lampiran [ huruf F;

g. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement
(IPPTA) tercantum dalam Lampiran I huruf G; dan

h. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
(AJCEP) tercantum dalam Lampiran I huruf H,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Bagian Kedua

Kriteria Asal Barang (Origin Criteria)

Pasal 4

Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi
di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau
produced); atau

b. barang yang tidak  seluruhnya diperoleh atau
diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly
obtained atau produced).

Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan
hanya menggunakan Bahan Originating yang berasal
dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota;
b. barang yang proses produksinya menggunakan
Bahan Non-Originating dengan hasil akhir memiliki:
1. kandungan regional atau Dbilateral yang
mencapai sejumlah nilai tertentu yang
dinyatakan dalam persentase; atau

2. kandungan Bahan Non-Originating yang tidak
melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam
persentase;

c. barang yang proses produksinya menggunakan
Bahan Non-Originating dan seluruh Bahan Non-
Originating tersebut harus mengalami perubahan
klasifikasi (Change in Tariff Classification/CTC) yang
meliputi:

1. Change in Chapter (CC), yaitu perubahan bab
atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;

2. Change in Tariff Heading (CTH), yaitu
perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat)
digit pertama HS; atau

3. Change in Tariff Sub Heading (CTSH), yaitu

perubahan subpos atau perubahan pada 6
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(enam) digit pertama HS); dan/atau
barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau
kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2).

Bagian Ketiga

Kriteria Pengiriman (Consignment Criteria)

Pasal 5

Kriteria pengiriman (consignment criteria) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

a.

barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota
yang menerbitkan SKA ke dalam Daerah Pabean;
barang impor dikirim melalui wilayah Negara
Anggota; atau

barang impor dikirim tidak melalui wilayah selain

Negara Anggota.

Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang

menerbitkan SKA melalui negara lain (transit dan/atau

transshipment) dengan ketentuan:

a.

transit dan/atau transshipment barang dimaksud
semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau
pertimbangan khusus terkait persyaratan
pengangkutan,;

barang tersebut tidak diperdagangkan atau
dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau
transshipment; atau

tidak mengalami proses produksi selain bongkar
muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk

menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

Untuk memenuhi ketentuan pengiriman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):

a.

b.

Importir;

Penyelenggara/Pengusaha TPB;

www.peraturan.go.id



2017, No.1980

(2)
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c. Penyelenggara/ Pengusaha PLB; atau
d. pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3,

harus menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa
barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman
(consignment criteria) kepada Pejabat Bea dan Cukai.
Rincian lebih lanjut mengenai kriteria pengiriman
(consignment criteria) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan jenis-jenis dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II.

Bagian Keempat

Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions)

Pasal 7

Ketentuan prosedural (procedural provisions)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c

terkait dengan penerbitan SKA, harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk,
jumlah lembar, dan format tertentu, termasuk
halaman depan dan Overleaf Notes;

b. memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang
berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit
SKA Negara Anggota pengekspor;

c. ditandatangani oleh eksportir, dalam hal terdapat
ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) yang mewajibkan SKA juga ditandatangani
oleh eksportir;

d. diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;

e. dicantumkan kriteria asal barang (origin criteria)
untuk setiap wuraian barang, dalam hal SKA
mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;

f.  kolom-kolom pada SKA diisi sesuai dengan

ketentuan pengisian pada Overleaf Notes;

www.peraturan.go.id



(2)

(3)

15 2017, No.1980

g. SKA dapat diterbitkan sebelum, pada saat, atau
segera setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi, sesuai dengan ketentuan mengenai
penerbitan SKA yang tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II;

h. harus tercantum tanda/tulisan/cap  “ISSUED
RETROACTIVELY” atau “ISSUED RETROSPECTIVELY”,
dalam hal SKA tidak diterbitkan segera setelah
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, sesuai
dengan ketentuan mengenai penerbitan SKA yang
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II; dan

1. SKA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal penerbitan.

Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA pengganti

terhadap SKA yang hilang atau rusak sebelum

diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk
penyelesaian impor, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penerbitan SKA harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. diberi tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY"
pada lembar SKA sesuai dengan ketentuan
mengenai pemberian tanda/tulisan/cap yang
tercantum dalam Lampiran I;

c. diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal penerbitan SKA yang hilang atau
rusak; dan

d. SKA pengganti harus mencantumkan tanggal dan
nomor referensi SKA yang hilang atau rusak.

Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi

atas pengisian  dilakukan sebelum  pengajuan

pemberitahuan pabean impor, dengan cara:

a. menerbitkan SKA baru; atau

b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. mencoret (striking out) data yang salah;
2. menambahkan data yang benar; dan

3. memberikan tanda/stempel koreksi dan
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menandasahkan dengan membubuhkan tanda
tangan /paraf pejabat.
Dalam hal pada Bill of Lading atau Airway Bill terdapat
tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke
sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya

barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

Negara Anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan

SKA Back-to-Back berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh

Negara Anggota pengekspor pertama.

SKA Back-to-Back sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. SKA Back-to-Back harus berisi informasi yang sama
dengan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota
pengekspor pertama, kecuali jumlah barang dan
nilai Freight on Board (FOB);
total jumlah barang yang tercantum pada SKA Back-
to-Back tidak boleh melebihi jumlah barang yang
tercantum pada SKA yang diterbitkan oleh Negara
Anggota pengekspor pertama;

b. masa berlaku SKA Back-to-Back tidak boleh melebihi
masa berlaku SKA yang diterbitkan oleh Negara
Anggota pengekspor pertama; dan

c. nama eksportir yang tercantum dalam SKA Back-to-
Back harus sama dengan nama Importir yang
tercantum dalam SKA yang diterbitkan oleh Negara
Anggota pengekspor pertama.

Dalam hal informasi pada SKA Back-to-Back diragukan

atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat

meminta Importir untuk menyerahkan copy atau
pindaian SKA atau hasil cetak e-Form D dari Negara

Anggota pengekspor pertama.
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Pasal 9
Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau
perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama
dengan negara tempat diterbitkannya SKA, dapat
menerbitkan  Third Country Invoicing/Third Party
Invoicing.
SKA yang menggunakan Third Country Invoicing/Third
Party Invoicing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. penggunaan Third Country Invoicing/Third Party
Invoicing harus dicantumkan dalam SKA;
b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus
dicantumkan dalam SKA; dan
c. nomor invoice pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tidak berlaku apabila perjanjian atau kesepakatan
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) tidak mewajibkan pencantuman nomor invoice
pihak ketiga dalam SKA.
Dalam hal invoice dari pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ belum diterbitkan, pada
SKA dapat dicantumkan nomor invoice negara asal

barang.

Pasal 10

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:

a. menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice
Declaration;

b. mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai
dengan skema perjanjian atau kesepakatan
internasional yang digunakan; dan

c. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice
Declaration pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
dengan benar.

Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur

kuning atau jalur merah, penyerahan SKA atau Invoice
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Declaration  beserta  Dokumen  Pelengkap Pabean
Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau
Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap
Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan
paling lambat pada pukul 12.00 pada hari
berikutnya; atau

b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau
Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap
Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan
paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja
berikutnya,

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK)

atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

Untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau,

penyerahan SKA atau Invoice Declaration beserta

Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor

Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau
Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap
Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan
paling lambat 3 (tiga) hari; atau

b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari

dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau
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Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap
Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

(SPPB).

Untuk Importir yang telah ditetapkan sebagai Mitra

Utama Kepabeanan atau Authorized Economic Operator

(AEO), lembar asli SKA atau Invoice Declaration

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib

diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor

Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB

wajib:

menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice
Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean
Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang
mengawasi TPB, paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB);

a. menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice
Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean
Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang
mengawasi TPB, paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal
Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan
sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO);

b. mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai
dengan skema perjanjian atau kesepakatan

internasional yang digunakan; dan

www.peraturan.go.id



2017, No.1980

(6)

(7)

-20-

mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice
Declaration pada pemberitahuan pabean impor

untuk ditimbun di TPB dengan benar.

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB

wajib:

a.

menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice
Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean
Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang
mengawasi PLB, paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB);

menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration
beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA
kepada Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan
pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam
hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan
sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO);

mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai
dengan skema perjanjian atau kesepakatan
internasional yang digunakan; dan

mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice
Declaration pada pemberitahuan pabean impor

untuk ditimbun di PLB dengan benar.

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d

angka 3, wajib:

a.

menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice
Declaration, hasil cetak PPFTZ-01 pemasukan
barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean,
beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA
kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean
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yang melakukan penelitian dokumen, paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01
pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar
Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB);

mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai
dengan skema perjanjian atau kesepakatan
internasional yang digunakan; dan

mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice
Declaration pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke
Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara

benar.

Lembar asli SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (7) meliputi:

a.
b.

C.

lembar asli dari SKA atas barang yang diimpor;
lembar asli SKA Back-to-Back;

lembar asli SKA Issued Retroactively atau Issued
Retrospectively, dalam hal SKA diterbitkan lebih dari
jangka waktu tertentu setelah Tanggal Pengapalan
atau Tanggal Eksportasi;

lembar asli SKA Certified True Copy, dalam hal SKA
asli rusak atau hilang; atau

lembar asli SKA sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah
dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3).

SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan

ayat (7) harus masih berlaku pada saat:

a.

b.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
TPB;

pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
PLB; atau

PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas

dari luar Daerah Pabean;

mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.
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Pasal 11

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Importir, Penyelenggara/

Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau

pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 yang melakukan
importasi dengan menggunakan skema e-Form D, wajib
mencantumkan:

a. kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema
perjanjian atau kesepakatan internasional yang
digunakan; dan

b. nomor dan tanggal e-Form D dengan benar pada:

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

2. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun
di TPB;

3. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun
di PLB; atau

4. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan
Bebas dari luar Daerah Pabean.

Dalam hal terjadi gangguan atau kegagalan sistem,

Pejabat Bea dan Cukai meminta hasil cetak atau

pindaian e-Form D kepada Importir, Penyelenggara/

Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau

pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3.

Hasil cetak atau pindaian e-Form D sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada

Petugas Bea dan Cukai dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, hasil cetak atau
pindaian e-Form D disampaikan paling lambat pada
pukul 12.00 hari berikutnya; atau

b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai

kantor Pabean yang memberikan pelayanan
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kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, hasil cetak atau
pindaian e-Form D disampaikan paling lambat pada
pukul 12.00 hari kerja berikutnya;

terhitung sejak tanggal permintaan hasil cetak atau

pindaian e-Form D disampaikan.

Pasal 12

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan

penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau

e-Form D dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas
barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2.

Terhadap SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:

a. Penelitian Ulang oleh Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai, atau unit di Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
audit kepabeanan dan penelitian ulang; atau

b. audit kepabeanan oleh unit di Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di

bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang.

Pasal 13

Penelitian terhadap SKA, Invoice Declaration, atau

e-Form D untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. pemenuhan  kriteria pengiriman (consignment
criteria) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6;

c. pemenuhan ketentuan prosedural (procedural
provisions) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

sampai dengan Pasal 11;
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jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang
mendapatkan Tarif Preferensi;

besaran tarif bea masuk yang diberitahukan
berdasarkan Tarif Preferensi;

kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean
impor dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian
SKA dengan data pada SKA, Invoice Declaration, atau
e-Form D; dan

kesesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan pada pemberitahuan
pabean impor, SKA, Invoice Declaration, atau
e-Form D, dan Dokumen Pelengkap Pabean
Penelitian SKA, dalam hal barang impor dilakukan

pemeriksaan fisik.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ menunjukkan

bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih

ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas

barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang

berlaku umum (Most Favoured Nation/ MFN);

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menunjukkan:

a.

total jumlah barang yang tercantum dalam
pemberitahuan pabean impor Ilebih besar dari
jumlah barang yang tercantum dalam SKA, Invoice
Declaration, atau e-Form D, atas kelebihan jumlah
barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/ MFN);

Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan
yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai
menetapkan tarif bea masuk atas barang impor
sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian

atau kesepakatan internasional,
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spesifikasi barang yang tercantum = dalam

pemberitahuan pabean impor berbeda dengan

spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA,

Invoice Declaration, atau e-Form D, atas barang

impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea

masuk yang berlaku umum (Most Favoured

Nation/ MFN);

ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian

barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan

pabean impor, SKA, I[nvoice Declaration, atau
e-Form D, dan Dokumen Pelengkap Pabean

Penelitian SKA, atas barang impor tersebut

dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum

(Most Favoured Nation/ MFN); atau

klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA,

Invoice Declaration, atau e-Form D, berbeda dengan

klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea

dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai
dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil
penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

2. penelitian kriteria asal barang (origin criteria)
yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan
klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea
dan Cukai; dan

3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap
barang impor yang telah memenuhi Ketentuan
Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai  penetapan  tarif bea = masuk
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan

internasional.
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SKA, Invoice Declaration, e-Form D diragukan keabsahan
dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil
penelitian terdapat:

a. Ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang
menandatangani SKA atau Invoice Declaration
dan/atau stempel antara SKA dengan specimen yang
menimbulkan keraguan;

b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal
barang (origin criteria);

c. keraguan atas informasi pada SKA Back-to-Back;

d. ketidakmampuan Importir untuk menyerahkan:

1. lembar copy atau pindaian SKA; atau

2. hasil cetak e-Form D,

dari Negara  Anggota  pengekspor  pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
dan/atau

e. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA,
Invoice Declaration, e-Form D, atau Dokumen
Pelengkap Pabean Penelitian SKA.

Dalam hal SKA terdiri dari beberapa jenis barang,

penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak

membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis

barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 14

Dalam hal SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak

diberikan:

a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit
kepabeanan dan penelitian ulang;

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
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d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; atau

e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;

menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA kepada

Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor atau instansi

lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam perjanjian atau kesepakatan internasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pemberitahuan penolakan SKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan secara tertulis disertai dengan

copy atau pindaian SKA yang memuat pernyataan bahwa

Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan

penolakan, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal penolakan.

Dalam hal e-Form D ditolak dan tarif Preferensi tidak

diberikan:

a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit
kepabeanan dan penelitian ulang;

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; atau

e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,

menyampaikan pemberitahuan penolakan e-Form D

kepada Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor atau

instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan

internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2).

Pemberitahuan penolakan e-Form D sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara elektronik

melalui ASEAN Single Window (ASW) disertai dengan
alasan penolakan paling lama 60 (enam puluh) hari

terhitung sejak tanggal penerimaan e-Form D.
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(5) Dalam hal terjadi gangguan atau kegagalan pada sistem
ASEAN Single Window atau SKP, pemberitahuan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA
atau instansi lain yang ditunjuk disertai dengan hasil
cetak e-Form D yang memuat pernyataan bahwa Tarif
Preferensi tidak diberikan dan alasan penolakan, dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal penolakan.

Pasal 15

Apabila SKA atau e-Form D atau Invoice Declaration diragukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):

a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit
kepabeanan dan penelitian ulang;

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; atau

e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,

menyampaikan Permintaan Retroactive Check kepada Instansi

Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan

internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk

yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).

Pasal 16
(1) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, dilampiri dengan copy atau pindaian SKA
atau Invoice Declaration atau hasil cetak e-Form D,
dengan menyebutkan alasan keraguan disertai dengan:
a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi
SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D; dan/atau

b. permintaan bukti-bukti terkait.
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Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (random).
Permintaan Retroactive Check secara acak (random)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:
a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit
kepabeanan dan penelitian ulang;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Pabean; atau
e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian
atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2).
Permintaan Retroactive Check dapat dilakukan lebih dari
1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti-
bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan
keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai,
dengan memperhatikan jangka waktu yang telah
disepakati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
masing-masing perjanjian atau kesepakatan
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2).
SKA, e-Form D, atau Invoice Declaration dinyatakan tidak
valid apabila jawaban Permintaan Retroactive Check tidak
diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam masing-
masing perjanjian atau kesepakatan internasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
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Pasal 17

Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang

ditunjuk dapat melakukan Verification Visit apabila

jawaban atas Permintaan Retroactive Check sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, diragukan kebenarannya atau
tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan

Ketentuan Asal Barang.

Dalam rangka pelaksanaan Verification Visit, Direktur

Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

menyampaikan permintaan secara tertulis dengan

mencantumkan informasi yang diminta kepada:

a. Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang
ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam perjanjian atau kesepakatan internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. badan yang berwenang; atau

c. pihak lain yang terkait.

Dalam hal hasil Verification Visit menunjukkan bahwa

barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal

Barang atau tidak mencukupi untuk membuktikan

pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Pejabat Bea dan

Cukai melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pelaksanaan  Verification Visit dapat melibatkan

kementerian dan/atau lembaga terkait.

Verification Visit tidak dapat dilaksanakan apabila

perjanjian atau kesepakatan internasional tersebut tidak

mengatur ketentuan mengenai mekanisme Verification

Visit.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

Verification Visit diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal.
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Pasal 18
Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Retroactive
Check dan pelaksanaan Verification Visit harus menjaga
kerahasiaan informasi.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang
melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan

Asal Barang.

Pasal 19

SKA tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang

bersifat minor (minor discrepancies).

Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA,
sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui
Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;

b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik
manual atau pun tercetak) pada kotak dalam SKA,
serta perbedaan wukuran centang atau silang
tersebut;

c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA
dengan specimen;

d. perbedaan satuan pengukuran (yang dapat berupa
satuan berat, satuan panjang) pada SKA dengan
Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;

e. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang
digunakan;

f.  perbedaan kecil pada warna tinta (hitam atau biru)
yang digunakan dalam pengisian SKA; dan/atau

g. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang
antara SKA atau Invoice Declaration dengan
Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA,
sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut

merupakan barang yang sama.
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Pasal 20

Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan
nilai Freight on Board (FOB) tidak melebihi US$200.00
(dua ratus United States Dollar), dapat dikenakan Tarif
Preferensi tanpa harus melampirkan SKA.

Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut
bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih
importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari
kewajiban penyerahan SKA.

Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang
menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

Pasal 21

Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang:

a. diimpor untuk tujuan pameran;

b. tidak ada proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S5 ayat (2) dan atas barang impor
tersebut masih dalam pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau

c. terjual pada saat dan/atau sesudah pameran
diselenggarakan di Negara Anggota.

Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean

impor untuk dipakai sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 22

laksana penelitian Ketentuan Asal Barang untuk

pengenaan Tarif Preferensi:

a.

dalam skema ATIGA yang menggunakan sistem

Sertifikasi Mandiri (Self Certification);
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atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan

atas pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

Dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Check SKA,

Invoice Declaration, atau e-Form D dinyatakan palsu atau

dipalsukan, terhadap Importir yang bersangkutan

dilakukan evaluasi tingkat penjaluran pengeluaran
barang impor.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sampai dengan:

a. Importir yang bersangkutan terbukti terlibat/
melakukan tindak pemalsuan; atau

b. Importir yang bersangkutan dapat membuktikan
tidak terlibat/melakukan tindak pemalsuan.

SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan palsu atau

dipalsukan dalam hal:

a. jawaban atas permintaan Retroactive Check
menyatakan bahwa SKA, Invoice Declaration, atau e-
Form D tidak pernah diterbitkan; atau

b. jawaban atas permintaan Retroactive Check
menyatakan bahwa terdapat perubahan data pada
SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D yang tidak
disahkan oleh Instansi Penerbit SKA.

Dalam hal Importir terbukti terlibat atau melakukan

tindak pemalsuan SKA, Invoice Declaration, atau

e-Form D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

terhadap tindak pemalsuan tersebut diselesaikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kepabeanan.
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Pasal 24
Pejabat Bea dan Cukai berkoordinasi dengan Negara
Anggota penerbit SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D
yang dinyatakan palsu atau dipalsukan terkait dengan
penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau
kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), dalam hal jawaban atas Permintaan
Retroactive Check SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D
dinyatakan palsu atau dipalsukan.
Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan bahwa eksportir terlibat atau
melakukan tindak pemalsuan, terhadap importasi yang
berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan
Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun.
Dalam hal eksportir dapat membuktikan bahwa Importir
juga terlibat atau melakukan tindak pemalsuan, terhadap
Importir yang bersangkutan diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah selesai, SKA, Invoice Declaration, atau e-
Form D dari eksportir yang bersangkutan dilakukan
penelitian mendalam untuk digunakan sebagai evaluasi

tingkat penjaluran pengeluaran barang impor.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal SKA, Invoice Declaration, atau e-Form D dibatalkan
oleh Instansi Penerbit SKA, terhadap SKA, Invoice Declaration,
atau e-Form D dimaksud tidak diberikan Tarif Preferensi
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau
kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2).
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap
barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya
telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor
Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak

tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 27
Pengenaan tarif bea masuk dalam skema ASEAN Trade in
Goods Agreement (ATIGA) dengan menggunakan sistem
Sertifikasi Mandiri (Self Certification) berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013 tentang
Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema ASEAN Trade in
Goods Agreement (ATIGA) dengan menggunakan Sistem
Sertifikasi Mandiri (Self Certification), tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan

Menteri ini.

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata
Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian
atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1729), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.04/2017

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU
KESEPAKATAN INTERNASIONAL

A. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN
GOODS AGREEMENT (ATIGA)

I. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema ATIGA meliputi:

a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtdined atau Produced),

b. barang yang tidak selunrnhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced),
meliputi:

1)  General Rules
a) kandungan Regional Value Content (RVC) paling
sedikit 40% (enmipat pululi persen); atau
b) Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan
pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
2)  Product Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam -Annex 3 ATIGA; kriteria
asal barang harus ditetapkan berdasarkan kolom 4
daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah
terpenuhi.
3)  Akumulasi.
2.  Wholly Obtained atau Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Whelly Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan,

bunga, sayaran, pochon, ramput laut, jamur, dan tanaman
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hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau
diperoleh di satu Negara Anggota;

b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan,
krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan
dibesarkan di satu Negara Anggota;

¢c. produk yang dipercleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota;

d. Thasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan
peternakan, budi daya air; pengumpulan atau penangkapan
yang dilakukan di sati Negara Anggota;

e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai
huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan,
dasar laut, atau di bawahnya,;

. hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal
yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara
tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar
lant atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial
(misal Zona Ekonomi Eksklusif Negara Anggeta, sepanjang
Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi
perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai
dengan hukum internasional;

g, hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota tersebut;

h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil lant (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i, barang vang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi
semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk
dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk
tujuan daur ulang;

j.  sisa dan scrap yang berasal dari:

1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau
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2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara
Anggota, sepanjang barang tersebut hanya cocok
untuk diamhbil bahan mentahnya; dan

k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara

Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai huruf j.

3. NotWholly Obtained atau Produced
a. Regional Value Content ( RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenulhi kriteria asal

barang dalam rangka ATIGA adalah kandungan nilai

regional paling sedikit 40% (empat pululr persen) dari Free
on Board (FOB) barang yang dihasilkan; yang dihitung
dengan mengguinakan metode:

1) Metode Langsung (Direct Method)

Binys Binyn 5
Balian Tensga e o
Balka =  Ksma t Quarhead + W& 4 Keuniungan
g i .
ASEAN Langsung iangsung Lainuy
CRV = = 100%

Nilat FOB

2) Metode Tidak Langsung (ndirect Method)

Nilai FOE - atau Barang Non-
RVC = Cramating

Nilsi FOR S

Keterangan:

a) Dbiaya bahan baku ASEAN adalah nilai Cost, surance,
and Freight (CIF) dari bahan, bagian, atau Barang
Originating, atau yang diproduksi sendiri oleh
produsen dalam proses produksi barang;

b) mnilai bahan, bagian, atau Barang Non-Originating,
adalah:

(1) nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau Barang
Non-Originating pada saat importasi; atau

(2) harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest
ascertained price paid) untuk semua bahan yang
tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayvah
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Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses

berlangsung.

a

hiaya tenaga kerja langsung meliputi upal,

remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja

lainnya yang terkait dengan proses produksi;

d) perhitungan biaya overhead langsung harus meliputi,
namun tdak terbatas pada aset tdak bergerak (real
property item) yang terkait dengan proses produksi
(asuransi, sewa dan leasing pabrik, penyusutan nilai
bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak,
bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk
pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi
(pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang
dignnakan dalam produksi barang); utilitas (energi,
listrik, air, dan utilitas lainnya yang secara langsung
ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian,
pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan
(moulds dan dies); perkakas dan penyusutannya,
pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan,
royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau
proses yang digunakan dalam pembuatan barang atau
hak untuk memprodiiksi barang), pemeriksaan dan
pengujian balian dan barang, penyimpanan dan
penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat
didaur ulang dan unsur-unsur biaya dalam
menghitung nilai bahan bakun, yaitu biaya bongkar
muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor
lainnya; dan

€) nilai FOB adalah nilai free-on-board barang, yang
dihitiitng dengan menjumlahkan harga bahan baku,
biaya produksi, keuntungan, dan biaya lainnya.

Change in Tariff Heading (CTH) adalah barang yang proses

produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan

seluruh  Bahan  Non-Originating tersebut mengalami
perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada

4 (empat) digit pertama HS (pos);
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c. Product Specific Rules kriteria asal barang dalam kolom 4
daftar PSR terdiri dart:

1) wnggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1
(satu) kriteria asal barang.

Contoh : 8703.10 (A regional value content of not less
than 40 percent).

2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih
dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih
salah satu.

Contoh : 8422.19 (A regional value content of not less
than 40 percent; or A change to subheading
8422.19 from any other subheading);

3) alternatif dan kombinasi, yaitn suatn subpos tarif yang
memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang
merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi,
Contoh : 8422.11 (A regional value content of not less

than 40 percent; or A change to subheading
8422.11 from any other heading; or A change
to subheading 8422.11 from any other
subheading provided that the regional value
content of not less than 35 percent).

d. Akumulasiadalal:

1) Barang Originating dari Negara Anggota yang
digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang
jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan
Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus
dianggap sebagai Barang Originating negara tempat di
mana proses produksi barang jadi dilakukan:

2) dalam hal akumulasi atau acumulation digunakan,
kolom category code pada e-Form D harus diisi dengan
kode “ACL” atau  tanda (\/ ) atau ( X ) harus
dicantumkan pada kotak “Acumulation” di kolom 13
SKA Form D.

e. Akumulasi Parsial
1) dalamn hal nilai RVC bahan baku kurang dari 40%

(empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan

www.peraturan.go.id



2017, No.1980

-49-

dalamn  perhitungan RVC ASEAN adalah nilai
kandungan regional Negara Anggota pengekspor yang
besarnya tidak kurang dari 20% (dua puluh persen).

2) dalam hal akumulasi parsial atau partial cumulation
digunakan, kolom category code pada e-Form D harus
diisi dengan kode “PCL” atau tanda ( V ) atau ( X )
harus dicantumkan pada kotak “Partial Cumulation” di
koloni 13 SIKA Form D.

3) dalam hal barang impor memenuhi akumulasi parsial,
atas barang impor tidak mendapatkan Tarif Preferensi.

II. EKRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1,

jCal

Tarif FPreferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan
langsung dari wilayalhh Negara Anggota pengekspor ke Negara
Anggota pengimipor.

Hal-hal berikut dianggap meémenuhi persyaratan Kriteria
pengiriman langsung;

a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota

pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau

b. barang impor dikirim melalni satan atau lebih Negara

Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara

Anggota pengimpor, atau melalui selain Negara Anggota,

dengan syarat sebagai berikut:

1) ‘transit dan/atau transshipment barang dimaksud
semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau
pertimbangan klhsus terkait persyaratai
pengangkutan;

2) barang  tersebut tfidak  diperdagangkan  atan
dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau
transshipment; dan

3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat
dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar
barang tetap dalam kondisi baik.

Dalam hal pengiriman barang impor melalui ftransit atau
transshipment di satu atau lebih negara bukan anggota, kriteria
pengiriman langsung harus dibuktikan dengan dokumen sebagai
berikut:
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&

Through Bill of Lading atau Arway Bill atau dokunien

pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara

pengekspor yang menunjukkan — keseluruhan — rufe

perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan

transit atau transshipment, sampai ke Daerah Pabean;

b. SKA Form D yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di
Negara Anggota pengekspor atau Invoice Declaration;

c.  inwoice dari barang yang bersangkutan; dan

dekumen pendukung yang membuktikan pemenuhan

ketentuan pada butir 2,

IIl. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA
a. Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form

D meliputi:

1) ukuran kertas ISO A4 warma putih sesuai dengan
bentuk dan format SKA Form D dalam lampiran ini.

2) penandatanganan SKA Form D oleh pemohon/
eksportir.

3) penandatanganan SKA Form D secara manual dan
stempel oleh Instansi Penerbit SKA.

4) penerbitan SKA Form D sebelum, pada saat, atau
sampal dengan paling lambat 3 (tiga) harli sejak
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun
tidak melebihi jangka waktu 1 (sati) tahun sejak
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

5) pemberian tanda ( V) atau ( X ) pada kolom 13 kotak
"Issued Retroactively”, dalam hal SKA Form D
diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

6) dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA,
diterbitkan SKA Form D baru atau perbaikan atas
kesalahan pengisian SKA tersebut.

b. Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan e-Form D
meliputi:

1) penerbitan e-Form D sebelum, pada saat, atau sampai

dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal
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Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak
melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal
Pengapalan atau ‘Tanggal Eksportasi.

2) pada kolom “category code” harus dicantumkan kode
“IRA” dalam hal e-Form D diterbitkan lebih dari & (tiga)
hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi.

3) dalam hal terdapat kesalahan pengisian e-Form D,
diterbitkan e-Form DD baru dan dilakukan pembatalan
e-Form D sebelumnyal.

Penelitian SKA Back-to-Back

Penelitian SKA Form D atau e-Form D Buack-to-Back yang

diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota

pengekspor kedua, meliputi:

a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peratiiran Menteri ini;

b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada
angka la dan 1hdiatas;

¢. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota
pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA Form D atan pada
kolom “Value (FOB)” e-Form D Back-to-Back, dalam hal
kriteria asal barang adalali RVC;

d. tanda (V) atau ( X ) harns dicantumkan pada kotak "Back-
to-Back CO” di kolom 13 SKA Form D atau dalam hal e-Form
D digunakan, pada kolom “category code’ harus
dicantumkan kode Back-to-Back “BCQO”.

e. dalam hal informasi pada SKA Form D atau e-Form D Back-
to-Back diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan
Cukai dapat meminta Tmportir untuk menyerahkan copy
atau pindaian SKA Form D atau hasil cetak e-Form D dari
Negara Anggota pengekspor pertama; dan

f.  apabila Impertir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA Form D atau hasil cetak e-Form DD dari Negara
Anggota pengekspor pertama, Pejabat Bea dan Cukai akan
mengirimkan Permintaan Retroactive Check kepada Negara
Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota

pengekspor kedua.
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Penelitian Third Country Invoicing

Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi:

a. mnama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Country Invoice) harus dicantumkan
pada Kolom 7 SKA Form D atau dalain hal e-Form D
digunakan, maka harus dicantumkan pada kolom “hveice
Party” dan “Invoice Country”; dan

b. dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara vang
sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA, tidak
harus dicantumkan tanda ( Y ) atau ( X ) pada kotak "Third
Country Invoicing” di kolom 13 SKA Form D atan dalam hal
e-Form D digunakan, pada kolom category code tidak harus
dicantumkan kode Third Country Invoicing “T'Cl”.

c. dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara yvang
berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA, tanda
(V) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak "Third
Country Invoicing” di kolom 13 SKA Form D atan dalam hal
e-Form D digunakan, pada kolom category code harus
dicantumkan kode Third Country Invoicing “T'CI”.

IV. PERMINTAAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT

1.

Permintaan Retroactive Check

Pelaksanaan Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan

ketentuan:

a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dengan
melampirkan copy atan pindaian SKA Form D atan hasil
cetak e-Form D terkait dan mencantumkan alasan yang
menyebabkan SKA Form D atau e-Form D diragukan,
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kecuali dalam hal Permintaan Retroactive Check dilakukan
sccara acak (random) serta permintaan informasi, catatan,
bukti atan data-data pendukung yang diperlukan untuk
membuktikan keasalan barang;

b. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih
dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan
Retroactive Check dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai
lindang-Undang Kepabeanan;

c. dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Check tidak
diterima dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan
Retroactive Check, SKA tidak valid.

2. Verification Visit
Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Negara Anggota pengimpor harus:
1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
a) eksportir/produsen yang akan dikunjungi,
b) Instansi Penerbit SKA Form D atau e-Form D di
Negara Anggota pengekspor;
¢) instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
d) Importir barang terkait SKA Form D atan e-Form
D yang akan diverifikasi.
2) pemberitahiuan tertulis pada huruf a angka 1)
mencantumkan informasi antara lain:
a) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
b) Rencana tanggal Verification Visif;
¢) rencana ruang lingkup Verification Visit, termasuk
referensi atas barang yang diverifikasi; dan
d) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Visit.
3) memperoleh persetwjuan tertulis dari eksportir/

produsen.
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b. dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, SKA
Form D atau e-Form D dinyatakan ditalak.

c.  Verification Visit harus dilakukan dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis.

d. dalam hal barang yang diverifikasi memenuhi Ketentuan
Asal Barang, SKA Form D atau e-Form D dinyatakan
diterima.

¢.  penetapan diterima atau ditolakoya SKA Form D atau e-
Form D dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180
(seratus delapan puluh) hari sejak izin tertulis sebagaimana

dimaksud pada hurif a angka 3) diterima.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
DALAM RANGEA ATIGA

1.

Pengisian Pemberitaliuan [mpor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarifl Preferensi, pada PIB diisikan kode

Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA Forin D atau

e-Form D sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema ATIGA, kode 06,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form D atau e-Form D
harus dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau
Kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB meénggunakan skema ATIGA dan fasilitas
kepabeanan, kode 06 wajib dicantumkan secara benar pada
Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form D atau e-Form D harus dicantumkan secara benar
pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

¢. nomor invoice dicantumkan pada Kolom 15 PIB.

Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari

TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan

Menteri ini.

www.peraturan.go.id



2017, No.1980 4.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/4atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran [1 Huruf B Peraturan Menteri ini.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran IT

Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

a. Dalam hal SKA ditolak dan/atau Tarif Preferensi tidak diberikan,
direktur pada Direktorat: Jenderal Bea dan Cukai yang
menangani penelitian ulang atau audit kepabeanan, Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kepala Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atau Pejabat Bea
dan Cukai yang ditunjuk, melakukan:
a. untuk Form D:

pemberitahuian tertulis kepada Instansi Penerbit SKA di

negara pengekspor disertai dengan copy atau pindaian SKA

Form D yang telah diberikan tanda ( Y ) atau ( X ) serta

memuat pernyataan Tarif Preferensi tidak diberikan berikut

alasannya pada kolom 4.

Pemberitahuan tersebut dibuat dalam jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan.

b. untuk e-Form D:

1) mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA beserta
alasannya secara elektronik melalui ASEAN Single
Window (ASW) kepada Instansi Penerbit SKA dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal penerimaan e-Form D.

2) dalam hal prosedur tersebut pada butir b.1) tidak
tersedia, terjadi gangguan atau kegagalan sistem ASW
atau SKP, pemberitahuan dilakukan secara tertulis
kepada Instansi Penerbit SKA disertai dengan hasil
cetak e-Form D yang memuat pernyataan tarif
preferensi tidak diberikan berikut alasannya, dalam
jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari
sejak tanggal penolakan.
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b. Proses dan pengerjaan minimal (Minimal Operations and

Processes)

a. pengerjaan yang dilakukan dianggap sebagai proses
minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam
menentukan apakah suatu Barang Originating Negara
Anggota apabila proses minimal tersebut hertujuan untuk:
1) memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk

keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

2) memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan

3) keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk
dijual.

b. suatu Barang Originating dari Negara Anggota yang
diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai
originating Negara Anggota pertama apabila pengerjaan
yang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

c. De Minimis

a. dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang CTC, Bahan Non-Originating yang nilainya tidak
melebihi 10% (sepulubl persen) nilai FOB barang jadinya,
tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang,.

b. dalam hal suatu barang jadi menggunakan Kriteria asal
barang RVC, nilai Bahan Non-Originating sebagaimana
dimaksud pada hurufa harus tetap diperhitungkan.

¢. dalam hal barang impor memenuhi De Minimis, tanda ( V)
atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak “De Minimis” di
kolom 13 SKA Form D atau pada kotak “DMS = De Minimis”
e-Form D.

d:. Perlakuan terhadap pengemas

a. pengemas untuk penjualan eceran:

1) dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang
RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus
ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC
apabila pengemas tersebut dianggap membentuk

keseluruhan barang.
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9) dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan,
pengemas  untuk  penjualan  eceran, apabila
diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan
barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan
asal barang sepanjang kriteria asal barang yang
digunakan adalah CT'C.

b. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan tintuk
tujuan  pengangkutan tidak  diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang,

¢. Aksesoris, Spare Part dan Peralatan

a. dalam hal snatu barang menggunakan kriteria asal barang
CTC atau proses khusus; keasalan dari spare part,
aksesoris, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi
lainnya vang disertakan dengan barang tersebut tidak
diperhitungkan dalam menentukan originating suatu
barang apabila:

1) aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/maiual
atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice
yang terpisah dengan barangnya; dan

2) jumlalh dan nilai aksesoris; spare part, peralatan, dan
instruksional atan manual informasi lainnya tersebut
wajar.

b. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
RVC, nilai dari aksesoris, spare part, peralatan, dan
instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya
harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang

masing-masing.
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KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE
TRADE AREA (ACFTA)

1. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema ACFTA meliputi:
a. barang yvang selhurnhnya diperoleh atau diproduksi di satn
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced); atau
b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atan Produced),
meliputi:
1)  General Rules
a) Regional Value Content (RVC) paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari nilai FOB barang yang
dihasilkan; atau
b) total mnilai Bahan Non-Originating tidak lebilv dari
60% f(enam puluh persen) nilai FOB sepanjang
proses akhir pabrikasi dilakukan di wilayah
Negara Anggota.
2)  Kumulasi
3)  Product Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR berdasarkan Attachment B ACFTA, kriteria asal
barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR
dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.
2.  Wholly Obtained atau Produced
Barang-harang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau
Produced adalah sebagai berikut:
4. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahai,
bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman
hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau

diperoleh di satu Negara Anggota;
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b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan,
krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan

dibesarkan di satu Negara Anggota;

c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud pada huruf b, yang tidak mengalami proses lebih
lanjut, termasuk susu, telur, madu, rambuiit, bulu, semen,
dan kotoran;

d. hasil perburuan, perangkap, pemiancingan, budi daya air,
pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu
Negara Anggota;

¢.  mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk pada
hurmif a sampai d, diekstraksi, atau diambil dari tanah,
perairan, dasar lautf: atau bawah laut;

f.  produk yang diambil dari peérairan, dasar laut atau di
bawahnya di loar wilayalh perairan Negara Anggota,
sepanjang Negara  Anggota memiliki Thak unftuk
mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut
tersebut sesuai dengan hukum internasional;

g. hasil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut
lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau
berbendera Negara Anggota tersebut;

h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factery ship) yang terdaftar di Negara Anggota
atau Dberbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i,  barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai
hungsinya semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya
cocok untuk dibnang atau digunakan sebagai bahan baku,
atau untuk tujuan daur ulang, termasuk limbah dan scrap
yang berasal dari proses produksi, pengolahan dan
konisumsi di satu Negara Anggota, atau barang bekas yang
dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya cocok
untuk dijadikan bahan baku; dan
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j.  barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai i.

3. Not Wholly Obtained atau Produced

a. Regional Value Content (RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal

barang dalam rangka ACFTA adalah:

1) kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat
puluh persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan;
atau

2) total nilai Bahan Non-Originating tidak lebih dari 60%
(enam puluh persen) nilai FOB, yang dihitung sebagai

berikut:
o : Nilai Balan yang tidak
J: By
]]:1;:1 ?él};j‘a? dapat ditentukan
'* : ireasalannya
= 100% =< BD%
Nilai FOB

Sehingga,

RVC =100% - Bahan Non-ACFTA 2 40%
3) Nilai Bahan Non-Originating adalah:
a) Nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau
b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest
ascertained price paid) untuk bahan yang tidak
dapat ditentiikan keasalannya di wilayah Negara
Aniggota di mana pengerjaan atau proses
berlangsung.
b. Kumulasi
Kecuali ditentukan lain, suatn Barang Originating dari
suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara
Anggota lain sebagai Dbahan baku produk jadi yang
memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi,
harus dianggap sebagai Barang Originating dari negara di
mana dilakukan proses pengerjaan atau pengolahan produk
jadi tersebut dengan nilai RVC tidak kurang dari 40%

(empat puluh persen).
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c. Kriteria asal barang dalam daftar PSR Attachment B ACFTA
terdiri dari:
1) exclusive; yaitu suatu subpes tarif hanya memiliki 1
(satu) kriteria asal barang. Contoh: 2 105.00 (CQ);
2) alternative, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki
lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus
dipilih salah satu. Contoh: 1604.11 (RVC (40) or CC).

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan
langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara
Anggota pengimpor.
Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan Kkriteria

j

pengiriman langsung;

a. barang impor dikirim langsung melalui wilayah Negara
Anggota lain;

b. barang impor dikirim tanpa melalui wilayah selain Negara
Anggota;

c.  barang impor dikirim melahui satu atau lebih negara bukan
anggota ACFTA dengan atau tanpa fransshipment, atau
penyimpanan sementara di negara bukan anggota ACKFTA
tersebut dengan syarat:

1) transit dan/atau transshipment barang dimaksud

semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau

pertimbangan khusus terkait persyaratan
pengangkutan;

2) barang tersebut tidak diperdagangkan  atau
dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau
transshipment; dan

3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat
dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar
barang tetap dalam kondisi baik.

3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui tramsit atau
transshipment di satu atau lebih negara bukan anggota
sebagaimana dimaksud pada angka 2.c, kriteria pengiriman

langsung wajib dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
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a. Through Bill of Lading atau Awrway Bill atau dokunien
pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara
pengekspor yang —menunjukkan  keseluruhan — rute
perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan
transit atau transshipment, sampai ke Daerah Pabean,

b. SKA Form E yang diterbitkan eleh [nstansi Penerbit SKA di
Negara Anggota pengekspor;

c. inwoice dari barang yang bersangkutan; dan
d. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan

ketentuan pada butir 2c.

III. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Forin E

meliputi:

a. ukuran kertas [SO A4 dengan warna:

1) Beige (Kode warna Pantone: 727c) untuk SKA Form E
varig diterbitkan oleh General Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s
Republic of China (AQSIQ), sesuai dengan bentuk dan
format SKA Form E dalam Lampiran ini.

2) Beige untuk SKA Form E yang diterbitkan oleh China
Council for the Promotion of International Trade (CCPIT),
sesuai bentuk dan format SKA Form E dalam Lampiran
ini.

b. penandatanganan SKA Form E oleh pemohon/eksportir.

c. penandatanganan SKA Form E secara manual dan stempel
olel Instansi Penerbit SKA.

d. penerbitan SKA Form E sebelum, pada saat, atau sampai
dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelalh Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Bksportasi, namun tidak melebili
jangka waktu 12 (dua Dbelas) bulan sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

e, pemberian tanda ( Y ) atau ( X ) pada kolom 13 kotak
“ISSUED RETROACTIVELY” dalam hal SKA Form E
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diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan
atau Tanggal EXsportasi dan masih dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau
Tanggal Eksportasi.

f.  pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form E sesuai

ketentuan Overleaf Notes.

g. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam
SKA Form E dilakukan dengan mencoret (striking out) data
vang salah dan membuat perbaikan atan pembetulan yang
diperlukan.

h. beberapa uraian barang (multiple items) diperkenankan
untuk dicantumkan dalam SKA Form E yang sama
sepanjang masing-masing jenis barang tersebut diuraikan
deskripsi dan keasalan barangnya. Jumlall jenis barang
yang tercantum dalam SKA Form E tidak boleh melebihi 20
(dua puluh) jenis barang.

Penelitian Movement Certificate

Penelitian Movement Certificate yang diterbitkan oleh instansi

yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:

a. pementihan ketentuan sebagaimana diatuir dalam Pasal 8
Peratitran Menteri ini;

b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada
angka 1 di atas;

c. pemberian tanda (V) atan (X ) pada kolom 13 SKA Form E
kotak Movement Certificate;

d. pencantuman mnama Instansi Penerbit SKA di negara
pengeksper pertama, tanggal penerbitan dan nomor
referensi SKA Form E yang diterbitkan Negara Anggota
pengekspor pertama pada kolom 13 atau pada kolom 7 SKA
Form E.

e. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota
pengekspor kedua pada kolom 9 SKA Form E;

f. khusus wuntuk China, Movement Certificate harus
diterbitkan oleh Otoritas Pabean, sedangkan Negara
Anggota ASEAN diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA.
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g. dalam hal informasi pada SKA Form & Movement Certificate
diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat
meminta Impertir untuk menyeralhlkan copy atau pindaian
SKA Form E dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan

h. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA Form E dari Negara Anggota pengekspor
pertama, Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan
Permintaan Retroactive Check kepada Negara Anggota
pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor
kedua.

3. Penelitian Third Party Invoicing

Penelitian penggunaan Third Party Invoicing meliputi:

a. pencantuman nama peéerusahaan dan  negara yang
menerbitkan invoice pihiak ketiga (Third Party Invoice) pada
kolom 7 SKA;

b. nomor third party invoice harus dicantiinikan pada kolom
10 SKA Form E;

c. dalam hal invoice pihak ketiga belum diterbitkan, kolom 10
SKA Form E dicantiimkan nomnior invoice pihak pertama;

d. pencantuman tanda (V) atau ( X ) pada kotak "Third Party
Invoicing” pada kolom 13 SKA Form E.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Retroactive Check

Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dengan
melampirkan copy atau pindaian SKA Form E terkait dan
mencantumkan alasan yarng menyebabkan SKA Form E
diragukan, kecuali dalam hal Permintaan Retroactive Check
dilakukan secara acak (random) serta permintaan informasi,
catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan
untuk membuktikan keasalan barang;

b. jawaban atas permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih
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dari 90 (setbilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan
Retroactive Check dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai

dengan Undang Undang Kepabeanan;

¢. dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Check tidak
diterima dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan
Retroactive Check, SKA tidak valid.

2. Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. sebelum Verification Visit dilakukan, Negara Anggota
pengimpor harus memberitahnkan kepada Instansi Penerbit
SKA dan instansi pabean di Negara Anggota pengekspor
untuk menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan
Verification Visit.

b.  Verification Visit harus dilakukan paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak diterimianya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada butir 2.a di atas.

c. proses verifikasi, termasuk proses Permintaan Retroactive
Check dan pelaksanaan  Verification Visit, harus
dilaksanakan dan hasilnya dikeomuanikasikan kepada
Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor paling lama
dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak
tanggal pengiriman Permintaan Retroactive Check.

d. dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check atau
Verification Visit tidak diterima dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada butir 1.b, butir 2.b, dan
butir 2.c, maka SKA Form E dinyatakan ditolak dan Tarif
Preferensi tidak dapat diberikan.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

DALAM RANGKA ACFTA

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
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Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode

Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA Form E sebagai

berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema ACFTA, kode 54,
nomor referensi dan tanggal SKA Form E wajib dicantumkan
pada kolem 19 dan/atau kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema ACFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 54 wajib dicantumkan pada kolom 33
PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form E
wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB: dari

j

TPB diatur tersendiri dalam Lampiran I Huruf B Peraturan
Menteri ini.

3. DPengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbon di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran I1 Huruf B Peraturan Menteri ini.

4, Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II

Huruf C Peraturain Menteri ini.

KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1. Proses dain pengerjaain minimal

Penigerjaan yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai proses

minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan

apakali suatu barang Originating Negara Anggota. Proses
minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:

a. memastikan Dbarang berada dalam Kondisi baik untuk
keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

b. memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
keperluan pengemasan (tidak termasuk proses enkapsulasi
dalam industri elektronik) atan penyajian barang untuk
dijual.

2. Perlakuan terhadap kemasan

a. dalam hal antok tujuan pengenaan bea masuk, di mana

kemasan diperlakukan terpisah dari produknya, maka
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keasalan kemasan harus ditetapkan terpisah dari
barangnya.

b. dalam hal angka 1 tidak dapat diterapkan, kemasan harus
dianggap sebagai bagian produk secara keseluruhan, dan
bagian dari keniasan yvang ditujukan untuk pengangkutan
atau penyimpanan tidak dipertimbangkan sebagai Barang
Non-Originating saat penentuian asal barang secara
keseluruhan.

3. Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan, dan instruksi atau

manual informasi yvang disertakan dengan barang harus

diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang
aksesoris, spare parts, peralatan, dan manual informasi tersebut
diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamaiiya.

4. Asas Timbal Balik (Resiprositas) dalam Rangka ACFTA

Dalam rangka ACFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas)

sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari

negara China diberlakukan tarif resiprositas yang besarannya
dapat sebesar tarif bea miasuk MFN atau Dbesaran tertentu
sebagaimana tercantuum dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai penetapan tarif bea masvk dalam rangka ASEAN-
China Free Trade Area (ACFTA).
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VIi. BENTUK DAN FORMAT FORM E YANG DITERBITKAN
GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION,
INSPECTION AND QUARANTINE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF

CHINA (AQSIQ)
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C. EKETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE
TRADE AREA (AKFTA)

1. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema AKFTA meliputi:

a.

barang yang selirulmya diperoleh atau diprodiiksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);
barang yang tidak seluruhnya dipereleh atau dipreoduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced),
meliputi:
1) General Rules
a)  Regional Valile Content (RVC) paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari nilai FOB; atan
b)  Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan
pada 4 (empat) digit pertama pada HS (pos).
2)  Product Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam Appendix 2 AKFTA,
maka kriteria asal barang harus ditetapkan
berdasarkan kolom Origin Conferring Criteria daftar
PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.
3) Perlakuan untuk Barang Tertentu (Treatment for
Certain Goods)
4)  Akumulasi
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Wholly Obtained atau Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

a. tanaman dan produk tanaman yang tumbuh, dipanen,
dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;

b. binatang hidup, lahir, dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;

c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

d. hasil perburtian, perangkap, pemancingan, budidaya air,
pengumpulan atau penangkapan, vang dilakukan di satu
Negara Anggota;

¢. mineral dan prodiik alam lainnya, yang tidak termastk
pada lnuaruf a sampai huiruf d, diekstraksi atau diambil dari
tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya;

f. hasil penangkapan ikan di laut vang diambil oleh kapal
vang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara
tersebut, dan preduk lain yang diambil dari perairan, dasar
laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial
Negara Anggota, dengan ketentnan bahwa Negara Anggota
memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut
dan Dbawah laut tersebut sesuai dengan hukum
internasional;

g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota tersebut;

h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i,  barang yang diamDbil dari luar angkasa yang diambil oleh
satu Negara Anggota,

j.  barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai

fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau
dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk
dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan
baku, atau untuk tujuan daur ulang;
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k. sisa dan scrap yang berasal dari:
1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau
2) harang bekas yang dikumpulkan di satu Negara
Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan
baku; dan
L barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai huruf k.
Not Wholly Obtained atau Produced
a. Regional Value Content (RVC)
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka AKFTA adalah kandungan nilai
regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB
barang  yang  dihasilkan, yang dihitung dengan
menggunakan metode:
1) Metode Build-Up

VOM
RVC =——— % 100%
FOB

VOM (Value of Originating Material) merupakan nilai
Bahan Ornginating, yang meliptiti nilai Bahan
Originating, Dbiaya tenaga kerja langsung, biaya
overhead  langsung, biaya  transportasi, dan
keuntungan.

2) Metode Build-Down

VOM - VNM

BRV(C = —_— x 10N%
FOB

VINM (Value of Non-Originating Material) nicriipakan

nilai Bahan Non-Originating, yang meliputi:

a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau
barang; atau

b) harga pasti yang dibayarkan paling awal (earliest
ascertain price paid) untuk bahan, bagian atau

barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya
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di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan
atau pengolahan dilakukan.

b. Change in Tariff Heading (CTH) adalah barang yang proses
produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan
seluruhh  Bahan Non-Orginating tersebut mengalami
perubahan klasifikasi barang vyaitu perubahan pada
4 (empat) digit pertama HS (pos);

c. Kkriteria asal barang dalam kolom 4 Daftar PSR terdiri dari:

1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1
(satu) kriteria asal barang,

Contoh : 2006.00 (RVCAS);

2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih
dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih
salah satu.

Contoh : 2008.93 (CC or RVC40Q);

3) kombinasi, yvaitu suatu subpos tarif yang memiliki
lebihh dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus
dipenuhi seluruhnya.

Contoh : 1517.10 (CC provided that it has RVC 40);
dan

4)  alternatif dan kembinasi, yaitu suatu subpos tarif yang
memiliki lebilh dari satu kriteria asal barang, yang
merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.
Contoh : 6101.20 (CC provided that the geood is both

cut and sewn in the territory of any Party; or
RVC40).

d. Perlakuan untuk Barang Tertentu (Treatment for Certain
Goods)

Produk tertentu dianggap originating walaupun proses

produksi dilakukan di luar wilayah Korea Selatan dan

negara-negara ASEAN (contoh: Kaesong Industrial Complex

vang berlokasi di Korea Utara), di mana bahan baku
diekspor dari Negara Anggota dan selanjutnya Negara
Anggoata tersebut mengimpor kembali. Penerapan ketentuan
ini, termasuk daftar produk dan prosedur khusus terkait
ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan

Negara-Negara Anggota.
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e.  Akumulasi
Kecuali diatur lain, Barang Originating dari suatu Negara
Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain
sebagai bahan baku suatu produk jadi, dianggap sebagai
Barang Originating negara tempat di mana proses produksi
bharang jadi dilakiikan.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan apabila barang memenuhi
kriteria pengiriman langsung dan barang dikirim langsung dari
wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota
pengimpor.

2. Barang yang dikirim melalui satu atau lebih wilayahh negara
perantara, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara
Anggota pengimpor, wajib dianggap sebagai pengiriman
langsung, dengan ketentuan:

a. transit dan/atau transshipment barang dimaksud semata-
mata ditujukan untik alasan geografis atau pertimbangan
khusus terkait persyaratan pengangkutain;

b. Dbarang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di
negara tujuan transit dan/atau transshipment; dan

c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan
tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang
tetap dalam kondisi baik.

3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atan
transshipment di negara selain Negara Anggota pengekspor dan
Negara Anggota pengimpor, kriteria pengiriman langsung wajib
dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

a. Through Bill of Lading/Airway Bil atau dokumen
pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota
pengeksper yang menunjukkan  keselurulian < rute

perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk
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kegiatan tramsit atau transshipment, sampai ke Daerah
Pabean;

b. SKA Form AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di
Negara Anggota pengekspor;

c. invoice dari barang tersebut; dan
dekumen pendukung,; apabila ada, yang membuktikan

pementihan ketentuian butir 2.

1Ii., KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form AK

meliputi:

a. ukuran kertas A4 sesuai dengan bentuk dan format SKA
Form AK dalam lampiran ini.

b. pengisian lembar lanjutan dalam hal terdapat beberapa
jenis barang pada satu Form AK. Lembar lanjutan Form AK
sesual format pada Lampiran ini.
penandatanganan SKA Form AK oleh pemohon/eksportir.
penandatanganan SKA Form AK baik secara manual
maupun elektronik dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA.

e. penerbitan SKA Form AK sebeluni, pada saat, atau sampai
dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal
Pengapalan atan Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan
atau Tanggal Eksportasi.

T pengisian kolom FOB untuk kriteria asal barang Regional
Value Contain (RVC).

g. pemberian tanda/stempel/tulisan “ISSUED RETROACTIVELY”
dalam hal SKA Form AK diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari
kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

h. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form AK sesuai
dengan ketentuan di Overleaf Notes.

i. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka
diterbitkan SKA Form AK baru atau perbaikan atas
kesalahan SKA tersebut.

2. Penelitian SKA Back-to-Back
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Penelitian Form AK Back-to-Back yang diterbitkan oleh Instansi

Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:

a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Menteri ini;

b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada
angka 1 di atas;

¢. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota
pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA Form AK Back-to-
Back dalam hal kriteria asal barang barang adalah RVC;

d. pemberian tanda ( V ) atau ( X ) pada kolom 13 Form AK
kotak “Back-to-Back CO”;

¢.  dalam hal informasi pada SKA Form AK Back to Back
diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat
meminta lmportir untuk menyerahkan copy atau pindaian
SKA Form AK dari Negara Anggota pengekspor pertama;
dan

f.  apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA Form AK dari Negara Anggota pengekspor
pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan
Permintaan Retroactive Check kepada Negara Anggota
pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor
kedua.

3. Penelitian Third Country Invoicing

Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi:

a. mnama pernsahaan dan negara yang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Ceountry Invoice) harus dicantumkan
pada kolom 7 Form AK;

b. tanda { V) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak *Third
Country Invoicing” pada kolom 13 Form AK.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaaan Retroactive Check
Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:
a. permintaan Retroactive Check harus melampirkan copy atau
pindaian SKA Form AK terkait dan mencantumkan alasan
yang menyebabkan Form AK diragukan, kecuali dalam hal
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Permintaan Retroactive Check dilakukan secara randotm,
serta permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data
pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan
barang;

b. keseluruhan proses retroactive check termasuk
penmiberitahuan kepada instansi penerbit di Negara Anggota
pengekspor tentang penetapan diterimia atau ditolaknya
SKA Form AK harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam)
bulan sejak dikirimkannya Permintaan Retroactive Check;

c. Jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea Cukai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
sejak diterimanya Permintaan Retroactive Check.

d. Permintaan Retroactive Check dalam rangka AKFTA hanya
ditujukan kepada Korea Customs Service, dengan alamat:
Korea Customs Service
Government Complex Daejeon
920 Dunsan-dong, Seo-gu,

Dagjeon, Korea 302-701

Tel ¢ 18242481 3221~7

Fax : 482424817791

Email : fta@customs.go.kr
verification@ecustoms. go. kr

e. Website untuk melakukan pengecekan Form AK yaitut:

- http:/ /cert.korcham.net/search/index.htm
- Dbitp://www.customs.go.kr

Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Negara Anggota pengimpor harus:
1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:

a) eksportir dan/produsen yang akan dikunjungi;

b) Instansi Penerbit SKA Ferm AK di Negara Anggota
pengekspor;

¢) instansi pabean Negara Anggota pengekspar;

d) Importir barang terkait SKA Form AK yang akan
diverifikasi.
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2) Pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1) dengan
mencantumkan informasi antara lain:
a) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
b) rencana tanggal pelaksanaan Verification Visit;
¢) rencana ruang lingkup Verification Visit, termasuk
keterangan lain yang mendukung penjelasan atas
barang yang akan diverifikasi; dan
d) npama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Visit.
3) Memperoleh persetijuan tertulis dari eksportic/
produsert.
b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu
30 (tiga pulul) hari setelall diterimanya pemberitahuan,
SKA Form AK dinyatakan ditolak.
¢. Instansi Penerbit SKA yang menerima pemberitahuan dapat
menunda permintaan Verification Visit dengan
memberitahukan kepada Negara Anggota pengimpor dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
pemberitalluan. Verification Visit harus dilakukan dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya
persetujuan tertulis, atau dalam jangka waktu yang lebih
lama dalam hal Negara Anggota terkait menyetujui.
d. dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi
ketentuan asal barang, SKA Forni AK dinyatakan diterima.
€. penetapan diterima atau ditolaknya SKA Form AK dilakukan
dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan yang
dihitung sejak hari pertama Verification Visit dilakukan.

V. EKETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
DALAM RANGKA AKFTA
1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode
Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal Form AK sebagai
berikut:
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a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AKFTA, kode 55;
nomor referensi, dan tanggal Form AK, wajib dicantumkan
pada kolem 19 dan/atau kolem 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema AKFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 55 wajib dicantumkan pada koloni 33
PIB sedangkan momor referensi dan tanggal SKA Form Al
dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Imipor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran [I Huruf B Peraturan
Menteri ini.

Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur

&

tersendiri dalam Lampiran I Huruf B Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II

Huruf C Peraturan Menteri ini,

V1. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1, Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (Non Qualifying

Operation)

a. Suatu Barang Originating di wilayah suatu Negara Anggota,
tidak dapat dianggap Originating dalam hal dilakukan
proses di bawalh ini baik secara tunggal manpun kembinasi,
proses tersebut yaitu:

1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam
kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
2) perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan
kemasan,
3) pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan
debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;
4)  proses pengecatan dan pemolesan;
S) pengupasan, pemucatan totak maupun parsial,
pemolesan, dan pengglasiran serealia dan beras;
6) proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
7) pengupasan, pengerasan, atau penghilangan cangkang;

8) peruncingan, penggilingan atan pemotongan sederhana;
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9) pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian,
penggolongan, pencocokan;

10) pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper,
katak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

11) pembubuhan atau pencetakan tanda; label, logo, dan
tanda pembeda lainnya pada produk atau
kemasannya;

12) pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis

yang berbeda maupun tidak;

13) perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi
atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
14) unji dan kalibrasi sederhana;

15) penyembelihan hewan:

Catatan:

i Istilah “sederhana” secara ummum menggambarkan
suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian
klhhusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang
diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas
tersebiit.

il. Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk
reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses
(termasuk proses biokimia) yang menghasilkan suatu
molekul dengan struktur baru dengan cara
memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk
ikatan intramolekular baru, atau dengan mengubah
susunan spasial atom dalam suatu melekul.

ili. Penyembelihan berarti membunuh binatang dengan
cara tertentu termasuk proses selanjutnya seperti
pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman,
pengeringan atau pengasapan untuk tujuan
pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan

pengangkutan.
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b. Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya
mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.

2. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (Non Qualifying

Operation) untuk Tekstil dan Produk Tekstil

Barang yang berasal dari HS Bab 50 sampai dengan Bab 63

tidak dapat dianggap Originating dari suatu Negara Anggota jika

proses di bawah ini dilakukan secara tunggal atau kombinasi, di

mana kriteria asal barang RVC dan CTC dipenuhi atau tidak

dipenuhi, yaitit

a. proses kombinasi sederhana, pelekatan label, penyetrikaan
atau pressing, pencucian atau pencucian kering, proses
pengemasan, atau kombinasi dari proses tersebut;

b. pemotongan panjang atau lebar dan pengeliman,
penyulaman atau overlocking kain yang telah teridentifikasi
penggunaannya untuk tujuan komersial tertentu;

c. menghias dan/atau menggabungkan bagian aksesoris,
seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cincin atau lubang
tali, dengan cara menjahit, looping, mengaitkan atau
melekatkarn;

d. pengelantangan, waterproofing, decating, shrinking,
mercerizing, atau proses yang sama hanya untuk tdjuan
proses akhir; atau

e. penyulaman yang dilakukan kurang dari 5% (lima persen)
dari total area barang sulaman atau penyulaman yang
dilakukan kurang dari 5% (lima persen) dari total berat
barang sulaman.

3. De Minimis

a. Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi
pos tarif harus dianggap eriginating dalam hal:

1) untuk barang selain yang diatur dalam HS Bab 50
sampai Bab 63, nilai semua Bahan Non-Originating
yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami
perubahan Klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB

barang;
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2) untuk barang yang diatur dalamn HS Bab 50 sampai
Bab 68, berat semua Bahan Non-Originating yang
digunakan dalam produksi yang tidak mengalami
perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkarn
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat
barang,

b. Nilai Bahan Non-Originating sebagaimana dimaksud pada
angka 1 harus dimasukkan dalani komponen Bahan Non-
Originating untuk keperluan perhitungan RVC barang.

Perlakuan terhadap kemasan

a. dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung
sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengenias
tersebut dianggap membentuk keselurtuhan barang,

b. dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan,
pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarif dengan Dbarangnya, tidak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang
kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC,

c. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk
fujuan  pengangkutan tidak diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang.

Aksesoris, Spare Part, dan Perlengkapan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan, dan instruksi atau

manual informasi vang disertakan dengan barang harus

diabaikan dalam menentukan Xkeasalan barang, sepanjang
aksesoris, spare parts, peralatan, dan manual informasi tersebut
diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.

Elemen Netral (Neutral Elements)

Untuk menentukan keasalan suatu barang, tidak perlu

menentukan barang-barang di bawah ini, yang digunakan untuk

proses produksi dan tidak tergabung dengan barang:

a. bahan bakar dan energi;

b. tools, dies dan moulds;

c. spare part dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan

peralatan dan gedung;
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d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang
digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk
mengoperasikan peralatan dan gedung;

e sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan
perlengkapan dan peralatan keamanan;

£ perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan
untuk menguji atau memeriksa barang; dan

g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi
digunakan pada produksi barang tersebut, yang cukup
dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.

7. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

a. untuk tujuan penentuan keasalan barang, ketika barang
diproduksi menggunakan bahan baku origihating dan non-
originating, tercampur atau dikombinasikan secara fisik,
keasalan suatu bahan baku dapat ditentukan berdasarkan
prinsip akuntansi yang berlaku umum atas manajemen
persediaan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.

b. dalam hal keputusan metede manajemen persediaan telah
diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang
tahun fiskal.

8. Asas Timbal Balik dalam Rangka AKFTA

Dalam rangka AKFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas)

sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari

negara Korea Selatan diberlakukan tarif resiprositas yang
besarannya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran
tertentu  sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka

ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).
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OVERLEAF NOTES

1

10.

11,

12,

Parties which accept this form for the purpose of praferential tariff under the ASEAN-Korea Froe Trade Agreement
{(AKFTA)

BRUNE! DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA
REPUSLIC OF KOREA LAOS MALAYSIA
MY R PHILIPPINES SINGAPORE
THAI VIETNAM

CONDITIONS: To enjoy preferantis tariff under the AKFTA, goods sent to any Panlies listed above:

m
iy

must fall within a ription of goods alig for s In the country of destination;

mus! comply with the consignment conditions In accordanca with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of
the AKFTA; and

(i) must comply with the origin criteria in Anneax 3 (Rules of Origin) of the AKFTA.
ORIGIN CRITERIA: For goods that mest the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of
this Formy, the origin met, in the h in the foliowing table:
g of I tho first country rucmed in Dex 11 of Mis Insen (n box &
Y or nihe Y of the Party “wWor
(®) Gooay waliatying Rute 4.1 of Annex 3 (Ruos of Ovigin) of Dwe AXFTA %‘:‘.

{€) Gooda satiafying tive Product Epeciiic Rutns

- Change in Tan® Clasalicanon - 'GrIS
- Wihatly Obteined or 15 00 tervitery of sy Party ~Aae
. = "AVEC® (ial naeds 10 Da et for ow to
~ Rogmnn Vatue Cantant ..q-mm-u;-wc‘hw
~ Regicna Vatus Tonviend ~ Shangs in Ten®? Clasafcetion - The combination nis that needs to ba ma1 for good &
Qualdy 28 onginating. 0.9 “CTH » RVC 40%"
~ Spectfic Proctsses “Specific Processes”
(d) Goods satistying Rula & “Ryle 8°

EACH ARTICLE MUST QUALIFY: it should be noted that all the goods In a consignmant must qualify separately in
their own right. This Is of particutar refevanca when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

DESCRPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficlently detailed 1o enable the goods to be

identifled

by the Customs Officers examining them. Any trade mark shal! also be spa

FREE-ON-BOARD (FOB) VALUE: The FOE value in Box 9 shail be reflected only when the Regional Value
CincnIJ criterion is applled in determining the origin of goods. The CO (Formn AK) issued to and from
C and

shall refl ths FOB value, regardiess of the origin criteria usad, for the next two

(2) years upon the impiemeniation of this new arrangement.
HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The H: i Y ber shall be 1hat of the importing Party.
EXPORTER: The term "Exporter” in box 11 may inch ther i or the prod

FO_R Of'Flcu\L USE: The f:qnimbwrm of the importing Parnty must Indicate (V) in the relevant boxes in

ornol p

THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where Invoices are issued by a third counlry, the “Third Country
issuiing the fnvol

involcing® box should be ticked (V) and such informations as nama and Ttry of the

pany a

shall be indicated in box 7.

EXHIBITIONS: In cases where goods are sant from the territary of the exponting Party for exhibition in another
country and sold during or after the exhibition for importation Into the tervitory of a Pay, In accondance with Rule
20 of the Operational Certification Frocedures, the “Exhibitions” box should be ticked (V) and the name and
address of the exhibition indicated In tox 2.

BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Bacik-to-Back CO, In accordance with Rule 7 (2) of the
Opaeratianal Certification Procedures, the “Back-10-Back CO" box should be ticked (V).

www.peraturan.go.id



2017, No.1980 84

ATTACHMENT 2
EcXrome Mo
5 & Dpctor amst T Mlamber e oy of i Cogos coemsam =] I bomicn ama
el EneTIa meiagy s o (e Nmea e Bimc =X
maELm A AN Garm avaasdy f g o Beradzsy.
(raE iy
EVC omzram
amizer o eTaEng -=s
coraresyy
I Socaeamon by bk capaey 15 Semcfcamon
T e luem S Sy Ve S A 3 Ey Se=led e b of e
TR I COTROIE O SO SN A gener o o, BE O At B
‘eom Tmmmesnd g cesmaEms 12 mgmmers
Sy
2m0 Sher Sacy Sy e i eiREw poorEstEoasy
Exoides Koo poods i= ter LO2E AAES A
PR TR Sren R acen gl TUSST S e gooiy
Lo ]
mpom=ng Sosy)
Thcs ams e mgmres of VoLoo ama fan TERATLED LA Emumy ol
ausiamend posana stemlitag \nsieesy

www.peraturan.go.id



85 2017, No.1980

D. EKETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGEKA INDONESIA-JAPAN
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

I. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang dalam rangka skema 1JEPA meliputi:

a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);

b. Dbarang yang diproduksi di Negara Anggota yang selurub
bahan bakunya menggunakan Bahan Originating Negara
Anggota (Produced Exclusively); atau

c. barang yang memenuhi Product Specific Rules (PSR)
sebagaimana diatur dalam Annex 2 [JEPA, termasuk
persyaratan lainnya yang diatur dalam Ketentuan Asal
Barang, saat barang yang diproduksi seluruhnya di Negara
Anggota, menggunakan Bahan Non-Originating.

Whoily Obtained atau Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

L

a. hinatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;

b. hewan  Thasil perburuan, pemasangan  perangkap,
pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang
dilakukan di satu Negara Anggota;

¢.  barang yang dipercleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota

d. tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau
dikumpulkan di satu Negara Anggota;

e. mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam
huruf a sampai huruf d, yang diekstraksi atau diambil di
satu Negara Anggota;

£  hasil penangkapan ikan di laut dan preduk lain yang
diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dari
laut di lnar wilayah perairan Negara Anggota lainnya;

g. produk yang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (factory
ship) yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah
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Negara Anggota lainnya dari barang sebagaimana dimaksud
dalam huruf f;

h:  barang yang diamhil dari dasar laut atau lapisan tanah di
bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota,
dengan ketentuan Negara Amggota tersebut memiliki hak
eksploitasi atas dasar laut atau lapisan tanah di bawah
dasar laut tersebut;

i.  barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, vang
tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula, tidak dapat
dikembalikan kepada fiingsi semula niaupun diperbaiki dan
hanya cocok untuk dibuang atau untuk dimanfaatkan
kembali bagian atau bahan bakunya;

. sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi atau
pengolahan atan konsumsi di satu Negara Anggota dan
hanya cecok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali
bahan bakunya;

k. bagian atan bahan baku yang dimanfaatkan kembali di
satu Negara Anggota dari barang yang tidak dapat berfungsi
sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan
kondisinya maupun diperbaiki kembali; dan

L barang yang diproduksi atau dipereleh di satu Negara
Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam
huaraf a sampai huruf k.

3.  Produced Exclusively
Barang yang diprodiiksi di Negara Anggota yang seluruh bahan
bakunya menggunakan Bahan Originating Negara Anggota.

4.  Product Specific Rules

PSR sebagaimana diatur dalam Annex 2 yang mensyaratkan

bahwa barang yang mengalami perubahan klasifikasi (Change in

Tariff Classification/CTC) atau suatu pabrikasi atau operasional

tertentu diwajibkan hanya untuk Bahan Non-Originating.

5. Kriteria Asal Barang yang tercantum dalam Product Specific

Rules (PSR) meliputi:

a.  Qualifying Value Content (QVC) untuk barang-barang yang
diatur dalam daftar PSR, dapat dihitung dengan rumus:

QVC = (FOB-VNM)/FOB x 100%
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Keterangan:

QVC adalah besaran qualifying value content suatu barang
yang dinyatakan dalam persentase.

FOB adalah nilai free-on-board suatu barang yang dibayar
oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat mode
pengiriman, tidak termasuk pengurangan, pembebasan
maupun pengembalian pajak pada saat barang diekspor;
dan

VNM adalah nilai value of non-originating material, yaitu
bahan baku yang berasal dari luar Negara Anggota yang
digunakan dalam pembtiatan barang.

b.  Change in Tariff Classification (CT'C) sebagaimana tercantum
dalam daftar PSR meliputi Change in Chapter (CC), Change
in Tariff Heading (CTH) dan Change in Tariff Sub Heading
(CTSH).

c. pabrikasi atau operasional tertentu (Specific Manufacturing
or Processing Operation) yang diterapkan pada Bahan Non-
Originating sebagaimana diatur dalam daftar PSR.

6. Jenis Kriteria Asal Barang dalam daftar PSR terdiri dari:

a. tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu)
Kriteria Asal Barang.

Contoch : 9605.00 (CC).

b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari
1 (satu) Kriteria Asal Barang yang harus dipilih salah satu.
Conteh : 7405.00 (CTSH or QVCA40).

c.  kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari
1 (satu) Kriteria Asal Barang yang harus dipenulhi
selumihnya.

Contoh : 2309.10 (CC provided there is QVCA0).

d. alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang
memiliki lebilh dari 1 (satu) Kriteria Asal Barang, yang
merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi yang

harus dipilih salah satu.
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Contoh : 3004.10 (CTH except from heading 30.03; QVC40;
or No required CTC provided that non-originating
materials used wundergo a chemical reaction,
purification, isomer separcation or Biotechnological

processes in a Party).

II. EKRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
Dalam hal pengiriman barang melalui satu atau lebihh negara selain
Negara Anggota, barang tetap dianggap memenuhi Kriteria
pengiriman, dan wajib dibuktikan dengan dokumei:

Through Bill of Lading/ Atrway Bill, atau

—

Dokumen atau informasi lainnya yang dibérikan oleh otoritas

j

pabean atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa
barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan
kegiatan lainnya untuk nienjaga kualitas barang di negara selain

Negara Anggota.

III. KRITERIA PROSEDURAL
1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentnan Penerbitan Surat

Keterangan Asal

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form

JIEPA meliputi:

a. kertas ukuran ISO A4 sesuai dengan bentuk dan format
SKA Form JIEPA dalam lampiran ini,

b. penandatanganan SKA Form JIEPA oleh
pemohon/eksportir.

¢. penandatanganan SKA Form JIEPA dan stempel oleh
Instansi Penerbit SKA sesuai dengan spesimen dan
dicantumkan secara manual atau dicetak (printed).

d. Klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit HS 2002 harus
dicantumkan dalam SKA dan deskripsi barang dalam SKA
harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam
invoice dan, apabila memungkinkan, sama dengan deksripsi

dalam HS untuk barang tersebut.
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e.  penerbitan SKA sebelum Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi atau tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

f. pemberian cap atau tulisan “ISSUED RETROACTIVELY”
pada kolom 8 SKA dalam hal SKA diterbitkan lebih dari 3
(tiga) hari namun tidak lebih dari 12 {dua belas) hulan
terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi.

g. SKA ¢“ISSUED RETROACTIVELY? harus mencantumkan
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

h. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form I[JEPA
sesuai Overleaf Notes:

i, koreksi Dberupa penghapusan, penambahan dan/atau
perubahan lainnya pada Form JIEPA tidak diperbolehkan.

- satu SKA dapat memiliki dua atau lebih invoice sepanjang
dikirimkan dalam satu pengiriman.

2. Penelitian SKA Back-to Back
Back-to-Back SKA tidak berlaku untuk skema 1JEPA.
3. Penelitian Third Party Invoicing

Penelitian  penggunaan  Third Party Invoicing wmeliputi

pencantiuman:

a. mnomor dan tanggal invoice pihak ketiga (Third Party Ivoice)
vang digunakan untuk impertasi ke Indonesia pada kolom 7
Form JIEPA;

b. nomor dan tanggal inwvoice yang diterbitkan oleh eksportir
pada kolom 7 Form JIEPA dalam hal nomor invoice pihak
ketiga belum diketahui pada saat penerbitan Form JIEPA;
dan

c. mnama dan alamat perusahaan yang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Party Invoice) dicantumkan pada kolom
8 Form JIEPA.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Retroactive Check
Pelaksanaan Permintaan Retroactive Check dalam rangka
perjanjian IJEPA dilaksanakan dengan ketentuari:
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a. melampirkan copy atau pindaian SKA Form JIEPA terkait
dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA JIEPA
diragukan, kecuali dalam hal Permintaan Retroactive Check
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dilakukan secara acak (random) disertai dengan
permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data
pendukung yang diperlukan untuk memhbuktikan keasalan
barang;

b. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau Ministry
of Economy, Trade and Industry selaku competent
governmental authority dan harus dikirim mielalui Kedutaan
Besar Jepang yang ada di Indonesia. Permintaan Retroactive
Check dikirimkan dengan metode pengiriman yang memiliki
konfirmasi penerimaan;

c. komunikasi langsung antara otoritas yvang berwenang di
negara pengekspor dan otoritas pabean di negara
pengimpor dapat dilakukan menggunakan faksimile atau
surat elektronik dan dilakukan secara bersamaan dengan
Permintaan Retroactive Check yang telah dikirim pada
buitir a;

d. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak
tanggal konfirmasi penerimaan;

e. apabila terdapat permintaan informasi tambahan, Instansi
Penerbit SKA, sesuai dengan peraturan yang berlaku di
negaranya, harus memberikan informasi yang diminta
dalam jangka waktu tidak lebih dari 4 (empat) bulan sejak
tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan;

f. dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check yang
diterima tidak mencukupi antnk membuktikan kebenaran
data yang tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA
ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan;

g. Retroactive Check dalam rangka IJEPA dilakukan melalui:
Embassy of Japan for [ndonesia
Economic Section
Jalan M.H Thamrin No. 24
Jakarta 10350
Tel : +62-21 3192-4308
Fax :462-21 3192-5460

+62-21 315-7156
Email : 1jepa-20080701@eoj. ntt.net.id
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Permintaan Retroactive Check dapat dilakukan dalam hal
eksportir bukan merupakan produsen dari barang yang
diekspor. Dekumen yang diminta adalah:

a. pernyataan eksportir kepada Ministry of Energy Trade and
ndustry of Japan yvang dibuat berdasarkan informasi dari
produsen barang; atau

b. pemberitahuan yang disediakan oleh produsen barang
kepada Ministry of Energy Trade and Industry of Japan
berdasarkan permintaan dari eksportir berdasarkan
peratiiran pertmdangan yang berlaku di negara pengekspor.

Verification Visit

4. Dalam hal hasil Permintaan Retroactive Check dianggap
tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan
Ketentuan Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai dapat
mengajukan permintaan melalui Kedutaan Besar Jepang
yang ada di Indonesia untuk:

1) mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait
keasalan barang dan melakukan kunjungan ke lokasi
prosés produksi di lokasi eksportir atau produsen
barang terkait; dan

2) menyediakan informasi terkait keasalan barang yang
dimiliki oleh instansi penerbit pada saat atau setelah
dilaknkan Verification Visit.

b. Permintaan Verification Visit disampaikan secara tertulis
melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam jangka
waktn paling lambat 40 (empat pulub) hari sebelum
rencana tanggal Verification Visit. Kedutaan Besar Jepang
meminta persetujuan tertulis kepada eksportir atau
produsen yang lokasinya akan dikunjungi.

c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
memuat informasi:

1) identitas Kantor Pabean tempat pemasukan barang
impor skema [JEPA yang akan diverifikasi;

2)  eksportir/ produsen barang yang akan dikunjungi;
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3) rencana tanggal dan tempat pelaksanaan Verification
Visit;

4)  tujuan dan ruang lingkup Verification Visit, termasuk
referensi khusus terkait barang yang akan diverifikasi;
dan

5) Nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau
pejabat pemerintall lainnya yang memiliki keahlian
yvang diperlukan dalam pelaksanaan Verification Visit.

d. Jawaban atas permintaan Verification Visit harus diterima
dalam jangka waktu paling lama 30 (tga puluh) hari
terhitung sejak tanggal Kedutaan Besar Jepang menerima
permintaan Verification Visit.

¢.  Dalam hal Verification Visit dilaksanakan, Direktur Jenderal
harus menerima informasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 1 dan angka 2 dari Ministry of Econaomy,
Trade and Industry of Japan dalam jangka waktu paling
lambat 45 (empat puluh lima) hari atan dalam jangka
waktu yang disetujui sejak hari terakhir pelaksanaan
Verification Visit.

f. Apabila dianggap perln, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea
dan Cukai yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan
untuk melakukan Verification Visit sclama periode
dilakukannya retroactive check atau tanpa didahulni
Permintaan Retroactive Check:.

g. Dalam hal jawaban atas permintaan Verification Visit atau
permintaan informasi terkait keasalan barang tidak
diterima dalam jangka waktu yang diatur dan/atan tidak
lengkap, SKA dinyatakan ditolak dan tarif’ preferensi tidak
diberikan.

Hasil keputusan pemeriksaan keasalan barang yang dilakukan

melalui prosedur Permintaan Retroactive Check dan/atan

Verification Visit harus disampaikan secara tertulis disertai

dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada

Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan melalui

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
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V. EKETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

DALAM RANGKA IJEPA

1. Pengisian Pemberitahuan [mper Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib
diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA
Form JIEPA sebagai berikut:

a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema 1JEPA, kode 56,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form JIEPA, wajib
dicantumkan pada kelom 19 dan/atau kelom 33 PIB;

b. Dalam hal PIB ménggunakan skema [JEPA dan fasilitas
kepabeanan, kode 56 wajibh dicantumkan pada kolom 33
PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form
JIEPA wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen
Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran [I Huruf B Peraturan
Menteri ini.

3. DPengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditinibun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran I Huruf B Peraturan Menteri ini.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran IT

Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG
1.  Akunilasi

a. Dalam penghitungan pemenuhan Ketentuan Asal Barang,
Bahan Originating dari Negara Anggota yang digunakan
sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di
Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan Originating
Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.

b. Dalam perhitungan Qualifying Value Content, umtuk
menentukan nilai bahan baku Non-Originating yang
digunakan dalam produksi barang jadi, mnilai yang
diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai bahan baku Norn-
Originating yang digunakan dalam produksi barang jadi

tersebut sepanjang memenuhi Kriteria Asal Barang:
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2.  De Minimis

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan Kriteria Asal Barang

CTC, Bahan Non-Originating yang boleh tidak mengalami

perubahan klasifikasi adalah:

a. untuk barang dari Bab 28 sampai dengan Bab 49 dan Bab
64 sampai dengan Bab 97, nilainya tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dari FOB,

b. untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63, beratnya
tidak melebihi 7% (tujuly persen) berat barang jadinya.

3. Proses yang Tidak Menienuhi Kualifikasi

Snatn barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atan

perubahan melalui proses tertentu (specific process)

sebagaimana diatur dalam Annex 2 IJEPA, jika hanya mengalami
proses sebagai berikut:

a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik
selama  pengangkutan dan  penyimpanan —(misalnya
pengeringan, pembekunan, penyimpanan dalam air asin) dan
proses sejenis lainnya;

b. perubahan pengemas, pembongkaran,dan penyusunannya
kembali;
penguraian;

d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses
pengemasan sederhana lainnya;

e. pengumpulan/penggabungan bhagian-bagian dan
komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu
barang  jadi sesuai Ketentuan Umnm Untuk
Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) 2 (a);

f.  semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau

g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf f.

4. Barang Belum Dirakit atau Terurai

a. Dalam hal barang memenuhi Kriteriaza Asal Barang,
Akumulasi, De Minimis, Proses yang Tidak Memenuhi
Kualifikasi dan diimpor ke satu Negara Anggota dari Negara

Anggota lain dalam bentuk belum dirakit atau terurai tetapi
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diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai
KUMHS 2 (a), barang tersebut harus dianggap sebagai
Barang Originating Negara Anggota tempat batang tersebut
berasal.

b. Suatu barang yang dirakit di satu Negara Anggota dari
barang yang belum dirakit atau terurai yang diimmpor dan
diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai
KUMHS 2 (a) harus dianggap sebagai Barang Originating
dari Negara Anggota tersebiit seépanjang memenuli Kriteria
Asal Barang, Akumulasi, De Minimis, Proses yvang Tidak
Memenuhi Kualifikasi, yang masing-masing Bahan Non-
Originating di antara barang yang belum dirakit atau terurai
diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan tidak dalam
bentuk belum dirakit atau terurai.

5. Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan

a. Untuk tojuan penentuan keasalan barang, dalam hal bahan
baku identik dan dapat dipertukarkan Originating dan Non-
Originating tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan
digunakan dalam preses produksi suatu barang, keasalan
bahan haku dapat ditentukan sesuai dengan metode
manajemen  persediaan berdasarkan standar akuntansi
vang berlaku di Negara Anggota tersebut.

b. Dalam hal bhahan baku identik dan dapat dipertukarkan
Originating dan  Non-Originating  tercampur  dalam
penyimpanan/persediaan dan sebelum eksportasi tidak
mengalami proses produksi atau kegiatan lainnya di Negara
Anggota di mana barang tersebut tercampiir selain bongkar,
muat, dan kegiatan lainnya nntuk menjaga kualitas barang,
keasalan barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan
metode manajemen persediaan berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.

6. Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan.

a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan Non-
Originating vyang digunakan dalam proses produksi
mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau
operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan
dalam PSR, aksesoris, spare parts, atau peralatan yang

dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan
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aksesoris, spare part, atau peralatan standar dari barang

tersebut harus diabaikan, sepanjang;

1) aksesoris; spare parts atau peralatan tidak dalam
invoice yang terpisah dengan barangnya; tanpa
mempertimbangkan apakah aksesoris, spare part, atau
peralatan tersebut dirinci terpisah dalam invoice-niya;
dan

2)  jumlah dan nilai aksesoris, spare part, atau peralatan
tersebut umum disajikan bersama barangnya.

b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang
QVC, maka nilai aksesoris, spare part, atau peralatan harus
diperhitungkan berdasarkan keasalannya.

7. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Penjualan Eceran

a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan Non-
Originating vyang digunakan dalam proses produksi
mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau
operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan
dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk penjualan
eceran yang diklasifikasikan dengan barang sesuai KUMHS
5, harus diabaikan.

b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang
QVC, maka mnilai bahan pengemas dan wadah untuk
perjualan  eceran  harus diperhitungkan berdasarkan
keasalannya.

8. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Pengiriman

a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan Non-
Originating vyang digunakan dalam proses produksi
mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau
operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan
dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman,
harus diabaikai.

b. Dalami hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang
QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadali untuk
pengiriman diperhitungkan dalam penentuan keasalan
barang dan dianggap sebagai Bahan Originating Negara
Anggota yang memproduksi barang jadi.

VII. BENTUK DAN FORMAT FORM IJEPA
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E. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN — INDIA FREE
TRADE AREA (AIFTA)

1. EKRITERIA ASAL BARANG

19

N

Kriteria asal barang skema ATFTA meliput:

a. barang yang sehurnhnya diperoleh atau diproduksi di satn
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);

b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced),
meliputi:

1) General Rules
a) Kandungan Regional Value Content (RVC) paling
sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai FOB
barang yang dihasilkan; dan
b) Bahan Non-Originating atau Barang Non-
Originating yang digunakan mengalami perubahan
G (enam) digit pertama pada HS atau change in
tariff sub-heading (CTSH), sepanjang proses akhir
pabrikasi berada di Negara Anggota pengekspor:
2) Kumulasi
3)  Product Specific Rules (PSR):
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam Appendix B AIFTA,
maka kriteria asal barang harus ditetapkan
berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1)
telah terpenihi.

Whoily Obtained atau Produced

Barang-barang vang dikategorikan sebagai Wholily Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

a. tanaman dan preduk tanaman, termasuk produk
kehutanan, buah-buahan, bunga, sayuran, pohorn, Tumput
laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang tumbuh dan
dipanen di satu Negara Anggota;

b. Dbinhatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan,
krustasea, moluska, reptil, organisme hidup lain, lahir dan

dibesarkan di satu Negara Anggota;
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produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dimaksud
pada huruf b vang belum diproses lebih lanjut termasuk
susu, telur, madu alam, rambut, wol, semen, dan kotoran
binatang;

hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
budidaya air, pengumpulan, atan penangkapan yang
dilakukan di satu Negara Anggota;

mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai
huraf d, diekstraksi atan diambil dari tanah, perairan,
dasar laut atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di
bawahnya di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan
ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak atas
eksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawahnya
berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982;
hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota tersebut;

produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengelahan
hasil laut (factory ship) yvang terdaftar di Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, tidak
dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat
dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat
diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan
sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;

barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai huraf i.
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3. Regional Value Content ( RVC)
a. RVC dalam rangka AIFTA atau disebut AIFTA content dapat
dihitung dengan rumus:

1) Metode Langsung (Direct Method)

Biaya Biaya
Bahan Tenaga 4
AIFTA Kerja.

Biaya Biaya

Tambahan, * Laintva Keuntungan

x 100%> 35%
HargaFOB

Atau:

2) Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Nilzi Bahan Baku yang
+ Tidalk Dapat Ditentulsan
Keasalannysa

Nilai Bahan Bako
Non-ATFTA
x 100%< 65%

Harga FOB

b. Nilai Bahan Non-Originating adalah:

1) nilai CIF bahan baku, bagian atau produk non-AIFTA
pada saat importasi bahan tersebut pada saat
importasi;

2) harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest
ascertained price paid) untuk semua bahan yang tidak
dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara
Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.

c. Metode penghitungan kandungan AIFTA tercantum dalam

Appendix A AIFTA.

4. Bahan Non-Originating atau Barang ~Non-Originating yang
mengalami perubahan 6 (enam) digit pertama pada HS atau
change n tariff sub-heading (CTSH), sepanjang proses akhir
manufaktur produksi berada di Negara Anggota pengekspor.

5. Product Specific Rules
Sampai saat ini skema AIFTA tidak memiliki barang dalam
daftar PSR.
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6. Kumulasi
Suatu Barang eriginating di wilayah suatu Negara Anggota, yang
digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku
produk jadi yang dapat dikenakan Tarif Preferensi, harus
dianggap originating negara di mana proses pengerjaan produk
jadi dilakukan, kecuali ditentukan lain.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
1. Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan
langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara
Anggota pengimpor.
2. Hal-hal berikut dianggap memenuli persyaratan Kkriteria
pengiriman langsung:
4. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota
pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau
b. barang imper dikirim Ilangsung tanpa melewati wilayah
selain Negara Anggota.
¢.  barang impor dikirim melalui satu atau lebih selain Negara

Anggota, dengan syarat sebagai berikut:

1) transit dan/atau transshipment barang dimaksud
semata-mata ditajukan untuk alasan geografis atau
pertimbangan khusus terkait persyaratan
pengangkutan;

2) barang  tersebut tidak  diperdagangkan  atau
dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau
transshipment; atau

3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat
damn tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar

barang tetap dalam kondisi baik

W

Dalam hal pengiriman barang impor melalui negara selain

Negara Anggota AIFTA, kriteria: pengiriman langsung, dan wajib

dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

a. Through Bill of Lading atau Airway Bill atau dokumen
pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota
pengekspor yarng —menunjukkan — keseluruhan — rute
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perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan
transit atau transshipment, sampai ke Daerah Pabean;

b. SKA Form Al yvang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di
Negara Anggota pengekspor;
invoice dari barang yang bersangkutan; dan

d. jika ada, dokumen pendukung vang membuktikan
pemenuhan ketentuan pada putir 2 hurufc.

III. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan Kketenituan penerbitan Form Al

meliputi:

a. ukuran kertas ISO A4 warna putih sesuai bentuk dan
format SKA Form Al

b. penandatanganan Form Al oleh pemohon/eksportir:

c. penandatanganan Form Al dan stempel olehh instansi
penerbit.

d. penerbitan Form Al pada tanggal ekportasi atau sampai
dengan paling lambat 8 (tiga) hari kerja sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

e. pencantuman kata-kata “ISSUED RETROACTIVELY” pada
Form Al dalam hal Form Al diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari
kerja se¢jak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi
tetapi tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas bulam)
sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

f.  dalam hal terdapat Kkesalahan pengisian SKA maka
diterbitkan SKA Form Al baru atau perbaikan atas
kesalahan pengisian SKA tersebut.

2. Penelitian SKA Back-to-Back

Penelitian Form Al Back-to-Back yang diterbitkan oleh instansi

yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi

pemenuhan:

a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Menteri ini;

b. pencantuman nama Negara Anggota pengekspor pertania

pada kolom 11, tanggal penerbitan dan momor referensi
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Form Al yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor
pertama pada kolom 7.

c. Pemberian tanda ( y ) atan ( X ) pada kolom 13 Form Al
kotak “Back-to-Back CO”;

d. dalam hal informasi pada SKA Back-to-Back diragukan atau
tidak lengkap, Pe¢jabat Bea dan Cukai dapat meminta
Importir untuk menyerahkan copy atau pindaian SKA dari
Negara Anggota pengekspor pertama; dan

e. apabila Importir tidak dapat menyeralikan lembar copy atau
pindaian SKA dari Negara Anggota pengekspor pertama,
maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan
Permintaan Retroactive Check kepada Negara Anggota
pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor
kedua.

3. Penelitian Third Country Invoicing

Penelitian penggunaan Third Country Invoicing meliputi:

a. nama perusahaan dan negara yang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Country Invoice) harus dicantumkan
pada Kolom 7 SKA Form Al; dan

b. pencantuman tanda ( \ ) atau ( X ) pada kotak *Third
Country Invoicing” pada kolom 13 SKA Form Al

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Retroactive Check

Pelaksanaan Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan

ketentuan:

a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dengan
melampirkan copy atau hasil pindaian SKA Form Al terkait
dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA Form Al
diragukan kecuali dalam hal Permintaan Retroactive Check
dilakukan secara random dan disertai dengan permiritaan
informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang
diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;

b. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka wakiu paling

lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Permintaan
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Retroactive Check dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif bea masiik oleh Direktur Jenderal sesuai
Undang-Undang Kepabeanar,

c. keseluruhan  proses Retroactive Check  termasuk
pemberitahuan kepada instansi penerbit di Negara Anggota
pengekspor tentang penetapan diterima atau ditolaknya
SKA Form Al harus diselesaikan dalam waktu ¢ (enam)
bulan sejak dikirimkannya Permintaan Retroactive Check.

2. Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Negara Anggota pengimpor harus:

1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:

a) eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

b) Imstansi Penerbit SKA di Negara Anggota
pengekspor;

¢) instansi pabean Negara Anggota perigekspor atau
instansi lain yang berwenang;

d) Importir barang terkait SKA Form Al yang akan
diverifikasi.

2) pemberitahuan tertulis pada angka 1) mencantumkan
informasi antara lain:

a) nama instansi pabean atau instansi lain yang
berwenang yang mengirimkan pemberitahuan;

b) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

¢) rencana tanggal Verification Visit,

d) rencana ruang lingkup/tujuan Verification Visit,
termasuk referensi atas barang yang akan
diverifikasi; dan

¢) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Visit.

38) memperoleh izin tertulis dari eksportir/produsen yang
akan dikunjungi;

4) dalam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam
huruf a angka 3) tdak diperoleh dalam jangka waktu

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya

pemberitahuan permintaan Verification Visit, Tarif

Preferensi tidak dapat diberikan;
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S) Instansi Penerbit SKA yvang menerima pemberitabiman
dapat menunda permintaan Verification Visit dan
memberitalnikan negara importir dalam jangka waktu
paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya pemberitahuan permintaan Verification
Visit. Verification Visit harus dilakukan dalam jangka
waktu 60 (enmam puluh) hari sejak tanggal diterimanya
persetujuan tertulis atan dalam jangka waktu yang
lebih panjang sesuai kesepakatan Negara Anggota.

b. dalam hal atas barang terkait dinvatakan memenuahi
Ketentuan Asal Barang, Form Al dinyatakan diterima;

c. keputusan diterima atau ditolaknya SKA disampaikan
kepada lnstansi Penerbit SKA dan produsen/eksportir;

d. dalam hal atas barang terkait dinyatakan Non-Originating,
produsen/eksportir diberikan kesempatan selama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan
keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk
memberikan Klarifikasi;

e. dalam hal atas barang masih ditetapkan sebagai Non-
Originating, penetapan tersebut diberitahukan kembali
kepada Instansi Penerbit SKA dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga pulul) hari terhitung sejak tanggal
diterimaitya klarifikasi dari produsen/eksportir;

. Penetapan diterima atau ditolaknya Form Al dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak rtanggal diterimanya izin termulis sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 3).

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
DALAM RANGKA AIFTA
1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode
Tarif Preferensi, nomior referensi, dan tanggal SKA Form Al
sebagai berikuf:
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a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AIFTA, kode 57,
nomor referensi, dan tanggal SKA Formt Al waljib
dicantumkan pada Kelom 19 dan/atau Kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema AIFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 57 wajib dicantumkan pada Kolom 33
PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form Al
wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen
Pelengkap Pabean Dan Penienuhan Persyaratan/Fasilitas
Impeor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran [ Huruf B Peraturan
Menmnteri ini.

3. Pengisian pada Pemperitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran I Huruf B Peraturan Menteri ini.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II

Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1. Proses dan Pengerjaan Minimal (Minimal Operation)

a. Suatu barang tidak dapat dianggap Originating di satu
Negara Anggota yang melakukan salah satu atau kombinasi
proses di bawah ini, yaitua;

1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam
kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan
(seperti pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam
air asin, ventilasi, penebaran, pendinginan,
penggaraman, sulfur dicksida, dan larutan cair lainnya);

2) pengerjaan sederhana seperti penghilangan debu,
pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasiam;
pencocokan (termasuk penyusunan set  barang),
pencucian, pengecatan, pemotongan;

3) perubahan pengemas, pembengkaran dan perakitan
kemasan;

4) pemotongan sederhana, pengirisan dan pengemasan

ulang atau pegemasan dalam botol, termes; tas, kotak,
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pemasangan pada kartu atau papan, dan proses

pengemasan sederhana lainnya,

S) pemasangan tanda, label atau tanda pembeda lainnya
pada produk atau kemasannya;

6) pencampuran sederhana produk-produk, baik yang
sejenis manpun tidak, di mana sato atau lebih
komponen campuran tersebut tidak memenuhi
ketentuan untuk dianggap sebagai Barang Originating;

7) perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk
untuk membentuk produk utulhy;

8) penguraiarn;

9) penyembelihan yang berarti menghilangkan nyawa
binatang;

10) pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya
tanpa mengubaly karakter barang.

b. Untuk tekstil dan produk tekstil yang ada dalam daftar
Appendix C dari Perjanjian AIFTA, suatu barang tidak dapat
dianggap Originating Negara Anggota hanya karena telah
nielalui proses pengolahan sebagai berikut:

1) proses penggabungan sederhana, pelabelan, setrika,
pembersihan atau dry cleaning, atau proses
pengemasan atau kombinasi di antaranya;

2) pemotongan hingga panjang atau lebar tertentu dan
pengeliman, penjahitan atau penggabungan kain yang
telah dapat diidentifikasi peruntukannya untuk
penggunaan komersial tertentu;

3) merapikan dan/atau menggabungkan dengan
menjahit, tusuk, mengaitkan aksesoris semacam tali,
pita, mote, benang, cincin, dan eyelets;

4) satu atau lebih preses penyelesaian pada benang, kain
atau bahan tekstil lainnya seperti peniucatai,
pelapisan anti air, dekatisasi, penyusutan, mercerisasi,
atau proses semacam itu; atau

5) pencelupan atau pencetakan pada kain atau benang.

2. Perlakuan terhadap pengemas
a. pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan

dalam satu pos tarif dengan Dbarangnya, tidak
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diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang
kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC;

b. dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengenias untuk penjualan eceran harus ikut dihitung
sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas
tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang;

¢. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk
tujuan  pengangkutan tidak  diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang.

3. Aksesoris, Spare Parts, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau

Informasi lainnya

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk/

instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersamaan

dengan suatu preduk tidak diperhitungkan dalam menentukan
keasalan suatu barang sepanjang aksesoris, spare parts,
peralatan dan petunjuly/manual atay informasi lainnya tersebut:

a. sesuai dengan praktik standar di pasaran demestik negara
pengekspor; dan

b. diklasifikasikan Dbersamaan dengan produk pada saat
penetapan bea masuk oleh negara pengimpor.

Namun demikian, apabila suatu produk menggunakan kriteria

asal barang RVC, nilai aksesoris, spare parts, peralatan, dan

manual instruksi atau manual informasi lainnya harus dihitung

sebagai komponen bahan/ barang dalam RVC.
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F. ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

I.

KRITERIA ASAL BARANG

[P

Kriteria asal barang dalam rangka AANZFTA meliputi:

a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);

b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau Produced);
meliputi:

1) General Rules
a) Regional Value Content (RVC) paling sedikif 40%
(empat puluh persen) dari nilai FOB barang vang
dihasilkan;
b) Change in Tariff Heading (CTH), vaitu perubahan
pada pos (4 (empat) digit pertama pada HS).
Q) Produlk Specific Rules (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam Annex 2 AANZETA,
maka  kriteria asal barang harus ditetapkan
berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1)
telah terpenuhi.

c. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya
menggunakan Bahan Originating yang berasal dari satu
atau lebili Negara Anggota lain.

Wholly Obtained or Produced.

bararig-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

a. tanaman dan produk tanamar, termasuk buah-buahan,
bumnga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman
hidup, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan
di satu Negara Anggota;

b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;

c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota;
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d. Thasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan
di satu Negara Anggota;

e. mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau
diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawalinya
di satu Negara Anggota;

f.  hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
yang diambil dari laut lepas, sesuai hukum internasional,
menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara
Anggota dan berbendera negara tersebut;

g. produk yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut
(factory ship) vang terdaftar di Negara Anggota dan
berbendera Negara Anggota, berasal dari barang-barang
sebagaimana tersebut pada huruf f;

h: barang yang diambil oleh satu Negara Anggota, atau
seseorang dari satu Negara Anggota, dari dasar laut atau di
bawahnya di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan berbatasan
dengan landas kontinen Negara tesebut, di luar wilayah dari
pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk
mengeksploitasi berdasarkan hukum internasional,

i.  barang yang merupakan:

1) limbah atau sisa-sisa produksi dan komnsumsi di satu
Negara Anggota yvang hanya bisa untuk dijadikan
bahan baku; atau

2)  barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara
Anggota yang hanya dapat untuk dijadikan bahan
baku; dan

j.  barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota, hanya berasal dari bahan baku seébagaimana

huruf a sampai dengan huruf i, atau turunannya.
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Regional Value Content (RVC)

Regional Valie Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal
barang dalam rangka AANZFTA adalabh kandungan nilai regional
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang
dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

a. Metode Langsung (Direct Method)

Biaya

Eaha T%-i?ga # Biayd +  Keuntungan + Bistya
Baloa Ke §a Overhead & Lammya
AANZFTA &1
» € 100%
Harga FOR
Atau:

b. Metode Tidak Langsung (Indirect/ Build-Down Method)

FOB - Nilai Bahan Non-Originating
x 100%
Harga FOB
Keterangan:

1) Biaya Bahan Baku AANZFTA adalah mnilai Bahan
Originating, bagian atau barang yang diperoleh atau di
produksi sendiri oleli produsen dalam proses produksi
barang

2) Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remunerasi, dan biaya
kesejahteraan karyawan lainnyva,

3) Biaya Overhead adalah total tambahan pengeluaran untuk
proses produksi;

4) Biaya Lainnya adalalh biaya yang timbul pada saat
pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya
untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya
transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan,
penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan;

D) OB adalah nilai free-on-board barang; dan
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II.

-118-

2

Nilai dari Bahan Non-Originating adalah nilai CIF pada saat
importasi atau harga terawal yang dibayvarkan (earliest
ascertain price paid) untuk seluruh Bahan Non-Originating,
bagian, atau barang yang diperoleh oleh produsen untuk
produksi barang. Bahan Non-Originating termiasuk bahan
yang asalnya tidak diketahui, namun tidak termasnk bahan
yang di produksi sendiri (self produced).

4. Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan pada pos (4

(empat) digit pertama pada HS).

5. Kriteria asal barang dalam daftar PSR Annex 2 AANZFTA terdiri
dari:

a. tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu)
kriteria asal barang.

Confoh : 5205.11 (CTH);

b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari
1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 2401.10 ((RVC (40) or CC));

c. alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang
meniiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang
merupakan gabungan dari alternatif’ dan kombinasi.

Contoh : 8422.11 ((RVC(40) or CTH or RVC(33) + CT'SH)).
6. Produced Exclusively

barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya

menggunakan Bahan Originating yang berasal dari 1 (satu) atau

lebih Negara Anggota lain.

KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiritnan barang impor melalui transit atau

transshipment di negara bukan anggata, kriteria pengiriman langsung

dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Through Bill of Lading atau Airway Bill atau dokumen
pengangkutan lainnya yvang diterbitkan di Negara Anggota
pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan
dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit atau
transshipment sampai ke Daerah Pabean;

2.  SKA Form AANZ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di

Negara Arniggota pengekspor;
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3. Invoice dari harang yang bersangkutan; dan
4. Dokumen pendiikung yang membuktikan pemenulian ketentuan
Pasal 5 ayat (2) Pératuran Menteri ini.

III. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form

AANZ meliputi:

a. bentuk dan format SKA Form AANZ sesual dengan
Lampiran Peraturan Menteri ini;

b. penandatanganan SKA Form AANZ dan stempel oleh
instansi penerbit. Tanda Tangan dan stempel dapat
dicantumkan secara elektronik;

c¢. penerbitan SKA sedekat mungkin dengan Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak lebih
dari 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atan
Tanggal Eksportasi;

d. pemberian tanda ( V) atau ( X ) pada kolom 13 kotak
“ISSUED RETROACTIVELY” dalam hal Form AANZ
diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, namun tidak
melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

¢. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form AANZ sesuai
Overleaf Notes;

£ perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam
SKA Form AANZ dilakukan dengan mencoret (striking out)
pada data yang salah dan membuat perbaikan atau
pembetulan yang diperlukarn;

g. tanda/tulisan/cap “CERTIFIED TRUE COPY” pada SKA
pengganti dimuat di kelom 12.

2. Penelitian SKA Back-to-Back

Penelitian Form AANZ Back-to-Back yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua

mielipud -

a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Peraturan Menteri ini;
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b. pemberian tanda ( v ) atan ( X ) pada kolom 13 Form AANZ
kotak “Back-to-Back CO”; dan

c. pencantuman Nilai FOB barang di Negara Anggota
pengekspor kedua pada Kolom 9 Form AANZ “Back-to-Back?,

3. Penelitian Third-Party Invoice

Penelitian penggunaan Third-Party hvoice meliputi:

a. Peneantuman nomor invoice yang dikeluarkan oleh
eksportir  atau  manufacturer/produsen dan  invoice
trader/ pihak ketiga (jika diketaliui) pada kolom 10 Form
AANZ;

b. Pencantuman tanda ( V) atau ( X ) pada kotak "Subject of
Third-party Invoice” pada kolom 13 Form AANZ.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Retroactive Check

Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Permintaan Retroactive Check harus melampirkan copy SKA
Form AANZ atau pindaian SKA Form AANZ terkait dan
menyatakan alasan yang menyebabkan SKA diragukan dan
disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau
data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan
keasalan barang,

b. Instansi penerbit vang menerima permintaan Refroactive
Check harus segera memberikan jawaban atas permintaan
tersebut dengan disertai data dan informasi yang diminta
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal permintaan Retroactive Check.

c. Dalam hal jawaban Retroactive Check varg diterima tidak
mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan
Asal Barang atau keabsahan Form AANZ, Form AANZ
ditolak sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan.

d. Pejabat mienetapkan ditolak atau diterimanya Form AANZ
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam pulul) hari
terhitunig sejak diterimanya informasi yang diperlukan
secara lengkap, dengan mempertimbangan prosedur
penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai

dengan Undang Undang Kepabeanan.
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Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Mengirimkan permintaan tertulis untuk melakukan
Verification Visit paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal Verification Visit yang direncanakan.

b. Permintaan tertulis pada nuruf a dikirimkan kepada
Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor. Dalam
hal instansi penerbit SKA bukan intansi Pemeérintah,
permintaan tersebut diberitahukan kepada instansi
kepabeanan Negara Anggota pengekspor.

¢. Permintaan tertulis pada huruf a mencantumkan informasi
paling sedikit berupa:

1) mnama instansi pabean yang membuat pemberitahuan;

2) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

3) tanggal permintaan tertulis tersebut dibuat;

4) rencana tanggal dan tempat dilakukannya Verification
Visit,

9) rencana sasaran dan ruang lingkup Verification Visit,

termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan

6) mnama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Visit

d. Dalam hal persetujuan tertulis untuk melakukan
Verification Visit tidak diperoleh dalam jangka waktu 30
(tiga: pululy) hari terhitung sejak tanggal permintaan untuk
melakukan Verification Visit, Tarif Preferensi ditolak/tidak
dapat diberikan.

Penetapan diterima atau ditolaknya Form AANZ dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima pulul)
hari terhitung sejak tanggal permintaan tertulis Verification

Visit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

V. EKETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM
RANGKA AANZFTA

1.

Keterituan Pengisian Pemberitaliuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Peniberitalinan
Impor Barang (PIB) diisikan kode Tarif Preferensi, nomer
referensi dan tanggal Form AANZ sebagai berikut:
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a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AANZFTA, kode
58, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AANZ
dicantumkan pada kolom 19 danfatan kolom 33 PIB;

b. Dalam hal PIB menggunakan skema AANZFTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 58 dicantumkan pada kolom 33 PIB
sedangkan mnomor referensi dan tanggal Form AANZ
dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Inipor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB danj/atan PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran I Huruf B Peraturan
Menteri ini.

3. Pengisian pada Pemberitahnan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II
Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG
1. Kumulasi
Barang Originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai
bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggeta lain
yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif
Preferensi, harus dianggap sebagai barang Originating negara
tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
2. Proses Minimal
Proses afau pengerjaan, berikut ini dianggap sebagai minimal
dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah
suatu barang Originating Negara Amnggota. Proses Minimal
tersebut adalali proses yvang bertujuan untuk:
a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam
kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
b. mempermudah pengapalan atau pengangkutan;
c. pengemasan (kecuali pengemasan sejenis enkapsulasi pada
industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan

datau penjualan;
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d. proses sederhana terdiri dari pemilalan, pengklasifikasian,
pencucian, pemotongan, pengirisan, pembengkokan,
pengaitan (coiling), dan pencopotan (uncoiling), dan proses
sejenis lainnya;

¢. penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada
produk atau kemasannya;

f.  pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yang
secara miaterial tidak mengubah karakter barang,

3. De Minimis

a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang CTC, nilai bahan baku Non-Originating yang tidak
wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:

1) untuk barang selain dari Bab 50 sampai dengan Bab
63 Harmonized System, bahan Dbaku Non-Originating
yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai
FOB barang jadinya.

2) untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63
Harmonized System, bahan baku Non-Originating yang
beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat
barang jadinya atau yang nilainya tidak melebihi 10%
(sepululy persen) nilai FOB barang jadinya.

b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang RVC maka milai bahan baku Non-Originating
sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tetap
diperhitungkan.

4. Perlakuan Terhadap Pengemas

a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan
suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukar
keasalan suatu barang.

b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarif dengan Dbarangnya, tidak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang

kriteria asal barang yang digunakan adalah CT'C.

www.peraturan.go.id



2017, No.1980 104

¢. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut
diperhitungkan sebagai Originating maupun Non-Originating
dalam penghitungan RVC.

5. Aksesoris, Spare Part, dan Peralatan

a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesofis,
spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi
lainnya yang disajikan bersama barang harus dianggap
sebagai Dbagian dari barang tersebut dan tidak dapat
diperhitungkan dalam menentukan apakall semua bhalhan
bala Non-Originating yang digunakan dalam proses
produksi telah mengalami perubahan Klasifikasi pos tarif
sehagaimana dipersyaratkan, dalam hal:

1) aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual
atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang
tidak dalam invoice yang terpisah dengan barangnya;
dan

2) jumlah dan nilai dari aksesoris, spare part, peralatan
dan petunjuk/manual atau informasi lainnya
merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan
barangnya.

b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria origin RVC,
nilai aksesoris, spare part, peralatan dan peturjuk/manual
atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang
harus turut diperhitungkan sebagai Orginating raupurl
Non-Originating dalam perhitungan RVC.

c. Ketentuan huruf a dan huruf b tidak berlaku dalam hal
aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual atau
informasi lainnya yang disajikan bersama barang sengaja
disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai RVC, yang

dapat dibuktikan oleh Negara Anggota pengimpor.
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G. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESIA-PAKISTAN
PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IPPTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang dalam rangka TPPTA meliputi:

a. barang yang selurulinya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced),

b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
satu Negara Anggota (Not Wholly Obtained atan Produced),
meliputi;

1) Not Wholly Obtained atau Produced;
2) Kumulasi; atau
3)  Product Specific Criteria.

Whoily Obtained atau Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

E\J

a. tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau
dikunipulkan di satu Negara Anggota;

b.  binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;

c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud dalam huraf'b di atas;

d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
pertanian, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau
penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;

e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai
dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanal,
perairan, dasar laut, atau di bawalmya di satu Negara
Anggota;

i produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di
bawal dasar laut di luar wilayah perairan Negara Anggota,
dengan ketentuan bhahwa Negara Anggota memiliki halk
untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut

tersebut sesuai dengan hukum internasional;
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g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota
atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara
Anggota tersebut;

h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil lant (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota
atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara
Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam
huaruf g di atas;

i.  barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota dari
barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula
atau tidak ‘dapat dikembalikan kondisinya maupun
diperbaiki kembali dan hanya cocok untuk dibuang atan
dimanfaatkan kembali bahan balkunya atau untuk tujuan
daur ulang;

j.  barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota atas produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan hurufi di atas.

Not Whelly Obtained atau Produced

Total nilai Bahan Non-Originating tidak lebih dari 60% (enam

puluh persen) nilai FOB yang diproduksi atau diperoleh

sepanjang proses akhir dari pengolahan barang tersebut
dilakukan di wilayah Negara Anggota pengekspor, yang dihitung

dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Bahan Baku
Yang Asalnya Tidak
Dapat Ditertulcan

Nilai Bahan Bakn
Nei-TPPTA *

x 100%=< 60%

Nilai FOB

Keterangan:

Nilai Bahan Non-Originating adalah:

1) Nilai CIF pada saat importasi bahan baku atau pembuktian
importasi; atau

2) Harga pasti yang pertama dibayarkan untuk bahan baku
vang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara

Anggota di mana barang tersebut dikerjakan atau diproses.
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4. Kumulasi
Barang yang memenuhi kriteria asal barang untuk memperoleh
Tarif Preferensi dan digunakan di wilayah Negara Anggota
sebagai bahan baku untuk barang jadi yang berhak mendapat
Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang Originating di
wilayahh Negara Anggota di mana proses pengerjaan atau
produksi barang jadi dilakukan, sepanjang kandungan IPPTA
pada barang jadi tidak kurang dari 40% (empat puluh persen).

S.  Product Specific Criteria
Barang yang memenuhi Product Specific Rules (PSR) yang
terdapat dalam Attachment B IPPTA, harus dianggap sebagai
Barang Originating dan berhak mendapat Tarif Preferensi.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
Pengiriman barang impor melalui transit atau transshipment di 1
(satu) atau lebih negara bukan anggota mengikuti ketentuan Pasal 5

ayat (2) Peraturan Menteri ini.

III. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitann SKA Form IP

meliputi:

a. ukuran kertas ISO A4 sesuai dengan format SKA Form IP
pada lampiran ini.

b. penandatanganan SKA Form [P oleh pemohorn/eksportir.

c¢. penandatanganan SKA Form IP dan stempel oleh instansi
penerbit.

d. SKA Form IP diterbitkan sebelum atau pada saat atau
dalam jangka wakta 3 (tiga) hari setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

e  pemberian tanda “ISSUED RETROSPECTIVELY” pada kolom
11 SKA Form [P dalaimn hal SKA Form IP diterbitkan lebih
dari 3 (tiga) hari, namun tidak lebih dari 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi.

£ pengisian kelom-keolom lainnya pada SKA Form [P sesuai

dengan Overleaf Notes.
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g. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam
SKA Form IP dilakukan dengan mencoret (striking out) pada
data yang salah dan membuat perbaikan atan pembetulan
yang diperlukan.

h. tanda/tulisan/cap “CERTIFIED TRUE COPY’ pada SKA
pengganti dimuat di kolom 13.

SKA Buack-to-Back tidak berlaku untuk skema IPPTA.

Third Country Invoicing/ Third Party Imvoicing tidak berlaku tintuk

skema [PPTA.

PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT
1. Permintaan Refroactive Check

Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan ketentuan:

a. melampirkan copy atau hasil pindaian SKA Form IP terkait
dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA Form [P
diragukan keeunali dalam hal Permintaan Retroactive Check
dilakukan secara random dan disertai dengan permintaan
informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang
diperlukan untuk membuktikan keasalan barang.

b. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah
diterimanya Permintaan Retroactive Check.

2.  Verification Visit
Mekanisme Verification Visit tidak diatur dalam skema [PPTA.

EKETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
DALAM RANGKA IPPTA
1. Pengisian Pemberitahuan [mpor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib
diisikan kode Tarif Preferensi; nemor referensi dan tanggal SKA
Form [P sebagai berikut:
a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema IPPTA, kode 59,
nomor referensi, dan tanggal SKA Form I[P, wajib

dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
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b. dalam hal PIB menggunakan skema I[PPTA dan fasilitas
kepabeanan, kode 59 wajib dicantumkan pada kolomi 33
PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IP
wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan
Pementithan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB,

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB danj/atau PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran [ Huruf B Peraturan
Menteri ini.

3. Pengisian pada Pemberitahnan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatar tersendiri dalam Lampiran IT
Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG
1. Proses dan Pengerjaan Minimal

Proses atau pengerjaan di bawah ini, balk satu proses atau

dikombinasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses

minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan Originating
barang, yaitu:

a. pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik
untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;

b. perubahan Kkemasan, atau penguraian dan perakitan
kemasan;

c. pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida,
minyak, cat, atau pelapisan lainnya;

d. pengecatan dan pemolesan sederhana;

e. kalibrasi atau tes sederhana;
pengupasan, pemutihan sebagian maupun seluruhnya,
pemolesan dan pengglasiran serealia dan beras;

g. penajaman, pernggilingan, pengirisan atau pemotongan
sederhana;

h: pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak,
pemasangan pada kartu atau papan dan = proses
pengemasan sederhana lainnya;

i.  pencetakan atau pemasangan tanda, label, loge dan tanda

pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
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jo-  pencampuran produk secara sederhana, baik yang sejenis
maupun tidak;

k. perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk
suaftu produk jadi.

Perlakuan terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas

a. Dalam hal barang menggunalkan kriteria nilai tambah, nilai
pengemas dan bahan pengemas untuk penjualan eceran
harus diperhitungkan dalam menilai keasalan barang jadi,
dalam hal kemasan tersebut dianggap sebagal pembentuk
keseluruhan barang jadi.

b. Dalam hal ketentuan dalam huruf a tidak diterapkan,
kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam
penentuan keasalan barang jadi.

¢. Konfainer dan bahan pengemas yang khusus digunakan
untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam
penentuan keasalan barang jadi.

Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan

Keasalan aksesoris, spare parts, peralatan dan buku petunjuk

atau informasi lainnya yang disertakan bersama dengan barang

utamanya tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan
barang, sepanjang aksesoris, spare parts, peralatan dan bhuku
petunjuk atau informasi lainnya tersebut diklasifikasikan dan
dikenakan hea masuk berdasarkan barang utama di Negara

Anggeta pengimpor.
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VIL. BENTUK DAN FORMAT FORM IP

1. Exporter's Namn and Address

CERTIFICATE NO
HNDONESIA PAKISTAN
2. Consignes's Name and Address FPREFERENTIA T{PPTA

SERTIFICATE OF ORIGIN
(Combinad Declaration and Certiflicate)

Form IR
3, Producer's Neme and Address
N Issued in
(Courntry}
See Qwerleaf Notes
4. Means of Iransport and route (as Isr as | 5 For Officiel Use Dnly
Knewn)
[0 Preferentiai Treatment Given Undar IPPTA
Depariure Dats
D Praferential Tremtmant No! Givan Under IPPTA
Veasel /Flight No. (Flease siale raason/s)
Port of lnading
Pari of discharge "'”s‘l i £ Authorized Siqnalory ol the \moorting
& item number | 7. Marks and numbers on | 8. Ongin Criterion | 5.Gross Waight, [ 10, Number
packagas, Numbar and kind Casntity and FOB |and date of
of packeges, dasaripiion of value invoicas
goods; HS cads of thm
X i ¢
11. Remarks
12 Declaration by the axporier 13. Certification

The undersignad boareby deciamen thisf the sbote Itis hareby carliBad, on s basis of confrol catvied out. Ihal the
deisiln and stptement are commect; that afl the | dedlaralion by the exporier is comect
aoods wwra produced in

B LT AR L AL LT R

and thal thay comply wilh the orgin reguiremeants
wprechiod

hess goads In the Rulss of Orighn under insonosle-
Pukislan PTA for ihe goods mxported (o

................... bbb seeand bl saenat s hiadanatnanainnene

e e R Areanans

(Impoiting courtry ) Plice snd datw, signelure and stamp of Authorized 1eaulny
Anthoreity/Siody

mmvmnm,mmwm
of pulhorized sigrsiory
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OVERLEAF NOTES

Box I State the full legal name, address (including covntry) of the exporter

Box2: Sintd the full legnl rame, address (incloding commiy) of the consignee

Box i Stote the full ivgal nmme, pddress (mcluding country) of the praducer I mose than one produces's pood 1=
mcluded w the cenificale, lmur: additional prosucers, including name, oddress (including counsry). W flw
exporier or the prode ey the information to be confidentinl, it & scoeplable 16 state "Availnble 1o
Custems upan m;m" Wihe pmdnea nd il exporter e the sume, ¢complefe ekl with "SAME" -

Boa 4. Compléte the means of transpont wnd rovte md specify the departise date, tanspan veiiicle No., port of

Roading sad dincharge
Box 5: The Costoms Autlwority of the importing Parry must indicare in the relevent boxes whether o nos prefarensisl
trealimeni 18 pcoorded,

Box 6: Siate the ftem number
Boa?:  Provide s fll description of ench good. The description should be sulficiently detailed to cnafife the prodmos
10 be jdentifhed by the Cioms Officers cxuwining e and raiate it to the invoice description nd 1o The
RS deseription of the goad ShwngMuhlml hers on e prek ber and kind of package shall
nlso be specified. For each good, identify the correct HS tariil clmssification, using the 115 tarill cassificsiion
of the zountry info whose territory the gootds & impaticd
Box B Far expouts from ane Pirty to the other Party 0 be efigihie for preferential wreatment, the reqnirement s ihat;
i. The products wholly obtaited w the exparting Party ax defined 1w Rule 3 of the Rules of Onigim;
. mesmw(t)mmm, pose of implementing the provisions of Rule 4 of the
Rules of Origin, wndmwhumwmadnnmlolmmumlmmofem
origm-lhg From non- party-or of mdetermined ovigin ased does not encsed 60 % of the FOB value of
the produst prodoced or abtained and the final p 4 of the i it performed within ervilory
of the exporting Party, : )
it Products which camply with origin requiraments provided for in Rule 5 of the Rules of Origin and
which are used in & Party as inputs for & Tinkshed product eligible for preferentinl tieaiment shall be
congidered & a product sriginating in the Party where warking or processing of the finished produat fing
l*ulplmmdud&nlbwl’nﬂmtdqﬂheﬁmlpmduunmlmlhmll()% or
iv. Produces that satisly the Produst Specific Rules provided for in Auachunemt B of the Rules of Origin
shall be considered as goods to which sulficient ransformmation fiks been clmed &t in & Party.
I the goods qualify under the wbove triteria, the exparter anuf indicafe in Fieid 8 of this foom the origin
criterin on the bavix of which he cinime tha) his goods quilify for preferentin) reslment, i the manner
Muilgrolhwm;ubl;

Cire di ar manufectire in the: first cowntry named ey
lpmmzufmsrau fosure iorField.S
) Pmduets wholly nbiained or produted in the souniry af n
e g e .
) Products worksd upan bul not whally prodiced in the exportin, o shogk  comr
wrty which were prodoced in confiemity wilh ihe provisions of e k‘mf ]
B (i) sbove Ry
©) Products worked apoo ot not whally produced in the exporti of Indonesin=Fulis
which were produced in conformity wilh the provisions o Aulnuluwe conlent, tx-npla
& (jii) above 1o
kd) Products camply with the Product Specific Rides | PSR"

Box 9 o-mm;umxuummummounm«rmq vnhm:amxﬁuorikm
which would indicale exact quaritities may be vsed when customery; the FOB value shall be (he isvoicad
valur dectared by exporter 19 (he issuing authority.

Box 10 Invaics nimber wnd date of invoices should be shown here.

Bok 11: Inwdnllupqmnly Customes's Order  Nomber, lﬂlﬂrufOuth-imI etc. mwy bp moluded, if

Box 12: The ru)dmbmlmd,m;ulml&mlhmem Insers the place and date of «
Box 13: The Feld must e eompleted, signed, dated and stamped by the aulborized person of the certifying enthority
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H. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN JAPAN
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (AJCEP)

I. KRITERIA ASAL BARANG
1. Kriteria asal barang skema AJCEP meliputi:

a. barang yang seluruhnya dipercleh atan diproduksi di 1
(satu) Negara Anggota (Wholly Obtained atau Produced);

b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
1 (satu) Negara Anggota (Not Wholly Obtained atau
Produced), meliputi:

1) General Rules
a) kandungan Regional Value Content (RVC) tidak
kurang dari 40% (empat puluh persen); atau
b) seluruh Bahan  Non-Originatingyang digunakan
mengalami perubahan 4 (empat) digit pertama
pada HS atau change in tariff heading (CTH).
2)  Product Specific Rules (PSR)
Dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar
PSR sebagaimana diatur dalam Annex 2 AJCEP,
kriteria asal barang harus diteétapkan berdasarkan
daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah
terpenuhi; atan
3) barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan
hanya menggunakan Bahan Originating yang berasal
dari satu atau lebih Negara Anggota lain.
2.  Wholly Obtained atau Produced

Barang-barang yang dikategorikan sebagai Wholly Obtained atau

Produced adalah sebagai berikut:

a. tanaman yaitu seluruh tanaman hidup meliputi buah-
huahan, bunga, sayur-sayuran, pohon-pohonan, rumput
laut, jamur, dan tanaman hidup lain,dan produk tanamai,
yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di
satu Negara Anggota;

b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan,
krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan

dibesarkan di satu Negara Anggota;
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produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota;

hasil perburnan, pemasangail perangkap, pemancingan,
pengumpulan atan penangkapan yang dilakukan di satu
Negara Anggota;

mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai
dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah,
perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di satu
Negara Anggota;

barang yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah
dasar laut di luar wilayah perairan feritorial Negara
Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk
mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawah dasar
laut sesuai dengan hukum internasional,

hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota
di luar wilayah laut Negara Anggota;

produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota,
hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
barang yang dikumpulkan; tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya semula atau tidak dapat dikembalikan kepada
fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok
untuk dibuang atau dimanfaatkan sebagai suku cadang
atau bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;

sisa dan scrap yang dihasilkan dari proses produksi afau
pengolahan termasuk pertambangan, pertanian,
konstruksi, penyulingan, pengolahan, proses insenerasi dan
pengolahan limbah atau dari konsumsi di satu Negara
Anggota dan Thanya cocok untuk dibuang atau
dimanfaatkan kembali bahan bakuinya; dan

barang yang diperoleh atau diproduksi di satu Negara
Anggota dengan menggunakan bahan atau Dbarang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan
huruf j.

www.peraturan.go.id



2017, No.1980 138

3. Not Wholly Obtained atau Produced
a. Regional Value Content ( RVC)
RVC dihitaung dengan menggunakain metode:

FORB — VINM
RVC = X LOC%

FOB

FOB adalah nilai free-on-board suatu barang termasuk
bhiaya pengangkutan dari produsen ke pelabuhan atau
tempat pengapalan akhir di luar negeri;

RVC adalah besaran regional value content suatu barang

yang dinyatakan dalam persentase; dan

VNM adalah nilai value of non-originating material, yaitu

bahan baku yang berasal dari luar Negara Anggota vang

digunakan dalam pembuatan barang.

b. Change in Tariff Heading (CTH) adalah barang yang proses
produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dan
seluruh  Bahan  Non-Originating tersebut mengalami
perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4
(enipat) digit pertama HS (pos).

¢.  Product Specific Rules kriteria asal barang dalam daftar PSR
terdiri dari:

1) tunggal, yaitu suatu bab yang terbagi dalam subpos
tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang,
QContoh : Chapter 1: live animals (CC).

2) alternatif, yaitu suatu subpes tarif yang memiliki Iebih
dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih
salah satu.

Countoh : 2208.30: Whiskies (RVC 40% or CTH except
from heading 22.07);
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II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atan

transhipment di satu atau lebih Negara Anggota selain Negara

Anggota pengekspor atau Negara Anggota pengimpor atau selain

Negara Anggota, kriteria pengiriman langsung harus dibuktikan

dengan dokumen sebagai berikut:

1. Through Bill of Lading atau Airway Bill, atau

2. Dokumen atan informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas
pabean atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa
barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan
kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang baik di Negara
Anggota atau selain Negara Anggota.

III. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA Form AJ

melipuiti:

a. ukuran kertas ISO A4 sesuai dengan bentuk dan format
SKA Form AJ dalam lampiran ini.

b. penandatanganan SKA Form AJ oleh pemohon/eksportir
secara manual atau dicetak (printed), pada box 11 untuk
SKA Form AJ yang diterbitkan oleh negara anggota ASEAN
atau box 10 untuk SKA Form AJ yang diterbitkan Jepang,

¢, penandatanganan SKA Form AJ secara manual atau
dicetak (printed) dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA.

d. penerbitan SKA Form AJ sebelum, pada saat, atau sampai
dengan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebilii
Jjangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

¢. pemberian tanda ( V ) atau ( X ) pada kolom 13 kotak
"ISSUED RETROACTIVELY” untuk SKA Form AJ yang
diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau kolom 9 untuk
SKA Form AJ vang diterbitkan oleh Jepang, apabila SKA
diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari; namun tidak melebihi 12
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(dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau
Tanggal Eksportasi.

f. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka
diterbitkan SKA Form AJ  baru atau perbaikan atas
kesalahan pengisian SKA tersebuit.

g. [Klasifikasi Dbarang dalam 6 (enam) digit HS haros
dicantumkan dalam SKA dan deskripsi barang dalam SKA
harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam
invoice dan, apabila memungkinkarn, sama dengan deksripsi
dalam HS untuk barang tersebut.

h. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form AJ sesuai
Overleaf Notes.

i. dalam 1 (satu) SKA Ferm AJ dapat terdiri dari dua atan
lebih inwvoice, tetapl harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu)
pengiriman/ pengapalan.

j.  beberapa uraian barang (multiple items) diperkenankan
untuk dicantumkan dalam SKA Form AJ yang sama
sepanjang masing-masing uraian barang tersebut diuraikan
deskripsi dan keasalan barangnya.

2. Penelitian SKA Back-to-Back

Penelitian SKA Form AJ yang diterbitkan elel Instansi Penerbit

SKA di Negara Anggota pengekspor kedua, meliputi:

a. pemenuban ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
Peraturan Menteri ini;

b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada
anigka 1 di atas;

c. tanda (V) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak "Back-
to-Back CO™ di kolom 13 SKA FormAdJ yang diterbitkan oleh
negara anggota ASEAN;

d. dalam hal informasi pada SKA Form AJ diragukan atau
tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapal memirnta
Imiportir untuk nienyerahkan copy atau pindaian SKA Form
AJ dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan

e.  apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy atau
pindaian SKA Form AJ dari Negara Anggota pengekspor
pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan
Permiintaan Retroactive Check kepada Negara Anggota
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pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor
kedua.
3. Penelitian Third Country Invoicing
Penelitian penggunaan Third Country Inveicing meliputi:
a. SKA Form AJ yang diterbitkan oleh negara anggota ASEAN:

1) nama dan alamat perusahaanyang menerbitkan invoice
pihak ketiga (Third Country Invoice) harus dicantumkan
pada Kolom 7 SKA Form AJ;

2) pencantuman nomor invoice pihak Xketiga (Third
Country Invoice) pada kolom 10 SKA Form AdJ;

3) dalam hal invoice pihak Ketiga belum diterbitkan maka
pada kolom 10 SKA Form AJ dicantumkan nomor
invoice pihak pertama dan pada kolom 7 SKA Form AJ
dicantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan
menerbitkan dnvoice pihak ketiga (Third Country
Invoice); dan

4) tanda (V) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak
"Third Country Invoicing” di kolem 13 SKA Form AJ.

b. SKA Form AJ yang diterbitkan Jepang:

1) nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan
invoice pihak ketiga (Third Couniry voice) harus
dicantumkan pada Kolom 9 SKA Form AJ;

2) pencantuman nomor invoice pihak ketiga (Third
Country Invoice) pada kolom 8 SKA Form AJ;

3) dalam hal invoice pihak ketiga belum diterbitkan maka
pada Kolom 8 SKA Form AJ dicantumkan nomor
invoice pihak pertama dan pada kolom 9 SKA Form AJ
dicantumkan nama dan alamat perusahaan yang akar
menerbitkan  invoice pihak ketiga (Third Country
Invoice); dan

4) tanda (V) atau ( X ) harus dicantumkan pada kotak
"Third Country Invoicing” di kolom 9 SKA Form Ad.
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IV. PERMINTAAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT

19

Permintaan Retroactive Check

Pelaksanaan Permintaan Retroactive Check dilaksanakan dengan

ketentnan:

a. Pejabat Bea dan Cukai dapat niclakukan Permintaan

Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA,
Dengan melampirkan copy atau pindaian SKA Form AJ
terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA
Form AJ diragnkan serta permintaan informasi, data atau
catatan untuk pembuktian, kecuali dalam hal Permintaan
Retroactive Check dilakukan secara acak (random),

b. dikirim melalui Focal Point masing-masing Negara Anggota
dengan metode pengiriman yang memiliki keonfirmasi
penerimaari;

c. komunikasi langsung antara otoritas yang berwenang di
riegara pengekspor dan otoritas pabean di negara
pengimpor dapat dilakukan menggunakan faksimile atau
surat elektronik dan dilakukan secara bersamaan dengan
Permintaan Retroactive Check vang telah dikirim pada
butir a.

d. jawaban atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah
tanggal konfirmasi penerimaan Retroactive Check;

e. apabila terdapat permintaan infermasi tambahan, Instansi
Penerbit SKA, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di negaranya, harus memberikan informasi yang
diminta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
setelah  tanggal diterimanya  permintaan  informasi
tambahan;

f. dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check yang
diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran
data yang tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA
ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
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g. Focal Point untuk Negara Anggota ASEAN adalah masing-
masing Issuing Authority sesuai dengan daftar specimen,

sedangkan Fecal Point untuk Jepang adalal:

1)  Ministry of Economy, Trade and Industry
Origin Certification Policy Office
Trade Control Policy Division
Trade and Economic Cooperation Bureau
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-kyw Tokyo 100-8901
Japan
Tel: +81-3-3501-0539
Fax: +81-3-3501-5896
Email: gensanti-syoumei (@meti.go.jp

2)  Embassy of Japan in Indonesia
Econemic Section
Jalan M.H Thamrin No. 24, Jakarta 10350
Tel :+62-21 3192-4308
Fax: +62-21 3192-5460 dan +62-21 315-7156
Email: flepa-20080701@eoj.ntt.net.id

2. Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a.  meminta Negara Anggota pengekspor untuk mengumpulkar
dan menyvediakan informasi terkait keasalan barang dan
melakukan kunjungan ke fasilitas yang digunakan dalam
proses produksi di lokasi eksportir atau produsen barang
terkait.

b. meminta Negara Anggota pengekspor selama kunjungan
sebagaimana dimaksud hurof (a) menyediakan informasi
terkait keasalan barang yang dimiliki cleh instansi penerbit.

c. paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal
kunjungan yang diusulkan, harus mengirimkan permintaan
tertulis kepada Instansi Penerbit SKA Form AJ di Negara
Anggota pengekspor;

d. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf ¢
harus mencantumkan inforniasi antara lain:

1) identitas instansi pabean yang meminta Verification
Visit.
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2) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;

3) rencana tanggal dan tempat-tempat yang akan
dikunjungi;

4) tujuan dan ruang lingkup Verification Visit, termasuk
referensi atas barang yvang diverifikasi; dan

S) nama dan jabatan para Pejabat Bea dan Cukai atau
kementerian/lembaga terkait yang akan melaksanakan
Verification Visit,

€. Negara Anggota pengekspor harus memberikan tanggapan
atas surat permintaan Verification Visit, dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari segjak diterimanya
surat permintaan, apakah menerima atau menolak
permintaan Verification Visit.

T Instansi Penerbit SIKA di Negara Anggota pengekspor, sesuai
dengan ketentuan dalam negerinya, wajib memberikan
data/informasi tambahan yang diminta dalam jangka
waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari atau jangka
waktu lain yang disepakati bersama sejak hari terakhir

pelaksanaan Verification Visit.

V. ERETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
DALAM RANGKA AJCEP

1.

Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode

Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AJ

sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AJCEP, kode 61
nomor referensi, dan tanggal SKA Form AJ harus
dicantumkan secara benar pada Kolom 19 danj/atau Kolom
33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema AJCEP dan fasilitas
kepabeanan, kode 61 wajib dicantumkan secara benar pada
Kolom 33 PIB, sedangkan nomer referensi dan tanggal SKA
Form AJ harus dicantumkan secara benar pada Lembar
Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan

Persyaratan /Fasilitas Tmpor PIB.
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2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan
Menteri ini.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran [T Huruf B Peraturan Menteri ini.

4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II

Huruf C Peraturan Menteri ini,

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1. De Minimis

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang

CTC, mnilai bahan baku Non-Originating yang tidak wajib

mengalami perubahan tarif Klasifikasi adalah:

a. untuk barang pada Bab 16, Bab 19, Bab 20, Bab 22, Bab
28, Bab 28 sampai dengan Bab 49, dan Bab 64 sampai Bab
97, keseluruhan mnilai bahan baku Non-Originating vang
digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi
CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari FOB;

b. untuk barang tertentu pada Bab 18 dan Bab 21,
keseluruhan nilai bahan baku Non-Originating yang
digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi
CTC yang dipersyarakatkan, tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) atau 7% (tujuh persen) dari FOB sesuai daftar PSR
AJCEP; atau

c. untuk barang pada Bab S0 sampai Bab 63, berat seluruh
Bahan Non-Originating yang digunakan dalam produksi
barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan,
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan berat
barang,

dengan syarat hal tersebut memenuhi sehuuh kriteria lainnya

yang Dberlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan

menentukan keasalan barang,
2.  Akumulasi

Barang Originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai

bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain,
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harus dianggap scbagai Barang Originating negara tempat di

mana proses produksi barang jadi dilakukan.

3. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (Non-Qualifying

Operations)

Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau

perubalian melalui proses tertentu (specific process), jika hanya

mengalami proses sebagai berikut:

a. proses untuk meniastikan barang dalam kondisi baik
selama pengangkutan dan penyimpanan (misaloya
pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan
proses segjenis lainnya;

b. perubahan kemasan, pembongkaran, dan penyusunaniya
kembali;

€. penguraian;
pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses
pengemasan sederhana lainnysa;

e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan
komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu
barang jadi sesuai — Ketentuan Umnmn Untuk
Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) 2 (a);

f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau

g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huraf a
sam pai dengan huruf f.

4.  Perlakuan terhadap Pengemas

a. Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk
tujuan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak
diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.

b. Pengemas untuk perjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarif dengan Dbarangnya, tidak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang
kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.

c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC,
nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut
diperhitungkan sebagai originating maupurl non-originating

dalam penghitiingan RVC.

www.peraturan.go.id



127 2017, No.1980

5. Aksesoris, Spare Part, Peralatan dan FPetunjuk/Manual atau

Informasi Lainnya

a. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
CTC atau proses Khusus, keasalan dari aksesoris, spare
part, peralatan, dan petunjuk/mannal atau informasi
lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak
diperhitungkan dalami menentukan originating suatu
barang apabila:

1) aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual
atau informasi lainnya tersebut tidak dalam inwvoice
yarng terpisah dengan barangnya; dan

2) jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan, dan
instruksional atau manual informasi lainnya tersebut
wajar.

b. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
RVC, nilai dari aksesoris, spare part, peralatan, dan
petunjuk/manual atau informasi lainnya harus
diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-

masing.
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VII. BENTUK DAN FORMAT FORM AJ YANG DITERBITKAN OLEH

NEGARA ANGGOTA ASEAN
Reference No
THE AGREEMENT ON COMPREHENEIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE
ASSOQCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAFPAN
1. Goods consigned fiom (Expoilers name, addi=ss, couplry) (AJCEP AGREEMENT)

CERTIFICATE OF ORIOIN

2. Gonas conaigried to (Imponers/Consignee's mame. :
addrass, countey | FORM Al

Issued
(Counisy)
Ses Notes Quellssl

3. Means uf transpart and roule (s a1 as Known) 4 For Ol Use
. | I Praferantial Treatment Given Undar AJCEP
Shipment date Apresment
vessel's namesArcral ew. | l Prafersntal Treatment vov Givern (Please

slats reasonis)

Part o discharge

Signalure ol Aulhivrised Sipnalony of Iha lmporting
Country

5. fbzm B, Marxs ana 7. Number and type of 8, Ongm critena 2 Quantty [gross DL Muriber ang
number numbers of packages. descriptien of (eEe Noles of n:‘: weignt date of
or aher
nETkanes gocs tneluding ausntity overigan quantity) Irvolces
wnere sppropriatz snd HS aro yalue, eg
nurmser of the mporting FOB if raquired
Party) ‘ny exporhng Party
11 Beciarslion by Ihe exporter 12 Certification
The undersigriesd hereby dedares that the above 1t is herety cerfified, on the bashs of cantrol
details and statements are comec? it all ihe goods camied ol that the dectaration oy the
were produtsd in eperter |3 sorsd
ICouminy|
amnd that they piy with tha req Temts

sp=cified for thess gosdn In the BIGEP Agreemant
fon the goads exported o

e L - L T

[imponting Country)

Place and datfe, name, sigaature and company of Flace and dale, eignalure and stamp of
aulhorssd sigmatory califying authority
13
| Third Cavntry Inveleis Bask-taBack CO issiied Retroactvaly
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NOTES: 38~
1 The following courrios: stell se this form for the purrpuse of preferental lanit W upded e A
Comprehensive Econoric Patnesfuy amoeng Member Slates of the Asscciation of Soulheasl Naﬂgns and J.apax
(AJCEFR Agrasirient)

SRUNEI DARUSSAL AN CAMBODIA INDONESIA LAOE TMALAYS 1A

MYANMAR PHILIPFFINES SINGAFORE THAILAND VIETNAM

2 CONDITIONS: To enjoy preterential i restmen! under e AJCEFR Agreement, gnods exported lo any of the Pariles w
e AJCEP Agresqient shouly.

1) fall mithin & desaription of goods aligitie tor concessions in the mporting Pany.
o camply wilh 'the corsignment cons i acsardancs will Arllcla 31 of the AJCER Agreement, and
(i sscuviply with the oflgin cfiterla in Chagter 3 af the AJCEP Agreemant,

3 ORIGIN CRITERIA Faoi goods Ihal meel e angin grlena the exportec should mdicate m box 8 af this Fare, (he ongm
Sritaria meL I the manier skown in the fallewing tanle:

Circumst; of 1 DY LA, in the country named i box 11 ot Insart in box B
s ferme
(@) ‘Soous suslyIng SUBRBIAgreph () of Article 24 0f the AJCEF Agreement | .oe.
(B} Wholly aBtainey gosds satsting Artcle 25 of the AJCEP Agresment naro
) Gouas sulisfying puragraph 1 af Ariole 26 of the AICED Agresment OTH" o
RVCT
(d1  Goods szhslying paragiaph 2 of Arlicie 25 of the AJCEF Agreement
- CH In Tarift Classiication wTe”
Regional Value Content TRVET
- Bpeciiic: Procassas ‘SEe
Algo, Exportars shoull Indicate the fallowing where applicisie:
#) Goods whiah comply with Arficle 25 of the AJCEP Agresment “DMI*
(fj Coods which comply with Articta 26 of the AJCEF Agraement CACUT

4 EACH ITEM SHOULD QUALIFY Al Mems in a censignmen! should gually separately mthar own ghl This as ol parficata
relsvancs wisn simiar lems of dilfaent sizes are axpated

5. DESCRIFTION OF GOODS Foi each good the HS lanf das«ification numiban of the impoiing Party should be indicated at
e si-agll 1ovel. The desciplion of s good on & cerlilicala O Sfgin should b2 substamially jdentical 1o e destnpucn oy
the jnvaice and, If pussible (o (he desgripfion under fhe HS for the good With raspect 1o suhh=ading 2208 90 and 2404
m an excephondl case whma he good s a spediic producl aquinng 2 special desciplon [eg ‘saka sompound wand
cookig saks (M) ¢l & g 2208.90" Wil s pEsis of il 91 20 alcoholic sienglh LY valime o I2sS han
144 of subhesting 2203.20" ‘qums and =iderdowns af ‘3404 864°), such deéscription of speciic products should ba indicated

INVEHCES: Indisals the invelce aumber and date for 2ach lene The involcs shiolid be the eng Issusd or the Importation e
The gfocd inte the mporking Fary.

THIRD COUNTRY INVOIGING, I caess white Involess ars Issusdd By a Ihird counlty, i aceatdance wilh Rule 3 (@) !
Impiemenming Reguiations, the “Thirg Country Invelting Box in box 13 shouki be ticked 145 The number of Invaices (esued
for the importation of goods into the imparting Sarty uhuuid be indicsted in box 10, #nd tha full legat name and address of
the company o prsan hat lssued s nvoloss shall by ndicatsd in tox 7

-~

I an exceptional case whers the Invaice Issuad in s third country is not avaitable at ihe lime of lssuance ol tha canilicate of
angin, e ipvales pumbier anid e date o Ihe Ivoice (ssled by 1he exportsr ta whom Ihe cerfifisate of angln Is ssued shaulkl
b= inalcated in box 10 The "ThHirg Countiy INVolcing” In box 12 should be ticked, and 1t should te Indicated n box 7 Ihat the
quods will be subjadt 1o anothes invaics 1o ba issued ina third country for ihe simportation into e mparting Paty, idenlitying
o teon T W BAUEgGA) name and Bdedinss of s eampany of person =1 will Issiie anolhar iwecs iy ve IR countey In slicly
a casa, e custome authonity of tha Imooﬂuna Party may recuire the pantar to provide the Invakes and sny olhar relevant
dueurnents whileh canfimm the 1 from the exp 1g Panty [ the importing Party  with gard (o the goots declarad
01 Iviport

& BACK-TI-BACK CEATIFICATE OF ORIGIN: In the cas= of a tack-te-back OO issusd i focondance wilh pasragrapn 4 of
Rule 3 of e Ogaratona) Certficaton Procadures, the "Back-lo-Back 0O ok in boi 13 should be Weked (3),

3, ISBUED RETROAGTIVELY! In cases of a GO issued relrcactively In acoomiance with Rule 7 of the Implementing
Regulatinns, e Tlissued Retroactively’ bax in tox 13 shoudld be Lekect [}

10, CERTIFIED TRUE GOPY. In cascs of cerlified rue copies, e wards “CERTIFIED TRUE COPY" should e Indicated in o
1210 dooordenes with Rule § cﬂ Wiz ImalemeEiing Regula‘lans
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FORM AJ YANG DITERBITKAN OLEH

T Goods il I [EAPOMBCS nars, & country)

=

A Gaovas Q!
agdress . country)

o (IImpaner sHGENSIgNRE'S name

Relerence Mo
THE AGREEMENT QN EOMBREHENSIVE ECONOMICG
PARTNERSHIP AMONG MEMBEH STATES OF THE ASSOCIATION
OF SOUTHEAST AGIAN NATIONS AND JAFAN IAJCER
AGREEMENT]

CERTIACATE OF ORIGIN
FORN Ad
fosusd m tagan

2 Meand of lmrspart and routi (as f2r as kitwn)
Shipmentiaste

Vissse!s naniel Alresy sie.

Pl af dscherpe

o, P Officlai Use

Preteranfial Treatmenl Given Linder
AJOEP Mmmam

L

I

Prefemitiil Trsimeai Not Given (Pleess
state masmy’s)

Signature of Almnarsed Siaratory of the-mpariing
Copnty

5 T ruriber (a8 Prcessany) Murks antd nwrdbaw of paskages
(Ui and Kind of packages, Dewrp'im of nndumng

Suahtity
whene agpeonfiste end HS fumises of fhe fmpaning Pany ot Edigh =ve))

B Preferance TQuanmy(?w@ 8 Mumben ant
3 crlieiia (s=e Notez | of net welght ar dat= of invaic=s
cvarlzal) olled quantify)’

A Ramars

= Thlke Sounlry Irveitlng

= Issued Raliouatively

10 paciaration by Ihé supoitar

Tne uncersigned nereby aeciares thal e apove
aemdiis Ind sta@mens Bre comsct: ihat ail Ine gaoas
ware| procuced i

(Cantamry |
and mat they comply with the fequiraments.

specfied for these goods [n the AJLER Agmeemart far
1He gouds wxpafisd o

(Impnrlhg Coupny)

Placs and dale femes rane, Signaties.and company o
aulhamssd signalory’

11, Canification

IT 1g nereby certlfiea. on ine pasis of connol
camedoul Thal the deciaranon'ny e
Exporel s cowest

Plane and date, pontac sme, SigNatie ard Stasmp of
Audlvar ity or Dy

Sl S
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OVERLEAF NOTES

1. Japan uses this form 1or the purpose of preferential tanff reatment under the Agreement on Comprehensive
Economic ;’aru\wsh»p among Jlapan and Member States of the Asscastion of Southeast Asian Natiops (AJICEP
Agresment,

2 CONDITIONS Ta enjoy prefe | tarf{ reammen! under the AJCEP Agreement. goods exported 1o any Party of the
AJOEP Agreemen! should,

(iy fall within a desctiption of goods aligible for cancessions in the Importing Party

(i) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of Chapter 32 and

(D) ply with |he preference critenia provided for i Chapter 3 of the AJCEF Agreement,

2 FREFERENCE CRITERIA! Far goods that meel the preference critetla. the exporter or iis authorised agent should
midicate in box B of this lorm, the preftarence critera met, in the mannar shawrn 11 the following table

Circurms tances of production or manufacture in the counlry named in bax Irsert in bax 6
10 of this form
(3) Goods satusfying subparagraph (¢} of Article 24 of Chapter 3 PE
(b) Whally obtained goods satisfylng Aricle 26 of Chapter 3 “Wor
(o) Goods salstying paragraph 1 of Article 28 of Chaplar 3 "CTH" of
'RVCT
ld) Goads salisfying paragraph 2 of Article 26 of Chapter 2
- Change In Tariff Classification = (o
- Regional Value Gontent RVE
- Spegific Processes "SP”
Afso_expaorters sholld indicate the following whers applicable:
(=) Should goeds comply with Article 28 of Chapter 3 ‘oM
(1Y Should gaocds comply with Arlicie 29 of Chapter 3 "ACU’

4 EACHITEM SHOULD QUALIFY -Afl items in & consignmenl! should qualify separately m their own right This is of
pafticular relevance when simitar Rems of different sizes are exported:

& DESCR(PTION OF GOODS: For each good, the HS tanff clasafication number of Ihe unporling Party should be
Indicated at the six-diglt l=val. The descripton of the gouod on d carlificats of origin should be substanfially Wentical (o
the descnption on the i and, \f lole, to the under the HS for the goocd Wuh respect to
subheading 2208 90 and Ba04 90, in-an excepnonat ‘case wnere the good J= a specific produn requinng 3 special
description (e.g ‘sake Compound and cooking sake (Mirin) of subheading 2208 $0°, ‘beverages with @ basis of frull,
of an aleohalic stremgth by velumeé of less than I'% of subheading 2206, 90’ “Guilts and sidsrdowns of 8404, 20"). such
desaription of fie prod shoutd be ndics

& INVOICES: Indicats the nvoica number and date for sach llem. The involte should be Ihe one issued for tha
importation of the good iito the importing Farty

7 THIRD COUNTRY INVOICING In cases where invoices sre issued by s third country, in accordsnce with Rule 3 (d)
of tmptementing Ragilations, the “Third Country fnvorcing” box in box € should be ticked (v and the number of
invelce issued for the impontation of goods Into the importing Party should be indicated o box 8. ldenmtifying in box 9
the full legal name and address of the company or person [hal Issued 1he invoice

In an exceptional case ‘whers the involoce Issuad n a third country Is not availabile al the tnme of Issuance of the
certficate of origin, the Invaice nitmber and the date of the Mvolce Issued by the exponter o Wwhom the certifisste of
ongi 15 1ssued should he mdicated 1 bex 8, The “Thid Coupny Invaicing” box in bux-8 should be teked (), and il
shouiel be indicated in box 8 that the goods wiil be subject to anathar mvoica to be issusd in g third coumtry for the
fmportation info the importing Party. Identifying in box 9 the full legal name and address of the company of person
(hat will sstue ancther (nvaice i e third colnlry, In such cdse. The customs aulhorty of the imporing Paity may
require he imporer (o provide the invoices apd any other relevant documents which confinm the fransaction from the
exporting Party 1o the importing Party, with regard fo the goods dectared for imporl.

8 ISSUED RETRQACTIV&LY In cases af COs issued valy i fance with Rula 7 of the Implemeanung
ly” box n box 9 should be licked N)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.04/2017

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU
KESEPAKATAN INTERNASIONAL

A. PENELITIAN KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN
TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION)

I. KETENRTUAN UMUM

1. Tarif Preferensi yang besarnya diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka
ATIGA, dapat diberikan atas importasi yang menggunakan
Invoice Declaration sepanjang memenuhi Ketentuan Asal Barang
dalam rangka ATIGA.

2. Daftar Eksportir Bersertifikat disirkulasi oleh Sekretariat ASEAN
berdasarkan data yang diserahkan oleh Negara Anggota Peserta
Mol 2nd SCPP.

3. Daftar Eksportir Bersertifikat terdiri dari:

nama perusaliaan;

b. nomor registrasi perusahaan;
¢. alamat perusahaan;
d. daftar nama penandatangan Iwvoice Declaration dan

specimen tanda tangannya dengan jumlah paling banyak
3 (tiga) orang untuk setiap perusahaar,

e. nomor oterisasi, tanggal penerbitan, dan masa berlaku
Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter Authorization
Code); dan

f. daftar barang (list of product) yang dihasilkan oleh
Eksportir Bersertifikat, yang telah diotorisasi untuk dapat
menggunakan woice Declaration.

4. Ketentuan mengenai penggunaan Sertifikasi Mandiri dalam

Peraturan Menteri ini hanya diberlakukan terhadap Negara
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Anggota Peserta MOU 21d SCPP, yaitu Philipina, Laos, Thailand,
dan Vietnamni.
II. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria asal barang yang diberlakukan untuk Sistem Sertifikasi
Mandiri mengikuti ketentuan yang diatur dalam skema ATIGA yang

tercantum dalam Lampiran [ lnuraf A Peraturan Menteri ini.

III. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui ftransit atan

transshipment di 1 (satu) atau lebih negara bukan anggota, kriteria

pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai
berikut:

1. Through Bill of Lading atan dokumen pengangkutan lainnya
yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan
keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk
kegiatan transit atau transshipment sampai ke Daerah Pabean;

2. Inwoice Declaration vang dibuat oleh Eksportir Bersertifikat di
Negara Anggota pengekspor; dan

ca

Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuharn
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
ayat (2) atau Lampiran [ huruf A angka Romawi II butir 2

Peraturan Meriteri ini.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Ketentuan Penerbitan Fvoice Declaration
Penelitian  atas pemenuhian ketentuan penerbitan J[mvoice
Declaration meliputi:
a. Terdapat pernyataan dari Eksportir Bersertifikat bahwa
barang ekspor telah memenuhi kriteria asal barang dengan

kalimat sebagai berikut:

“ The exporter of the product(s) covered by this document
(Certified Exporter Authorization Code......) declares that,
except where otherwise clearly indicated, the products (HS
Code/s’......) satisfy the Rules of Origin to be considered as
ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of

»

OFIGUL. . cevvacie v e ee -0} WIER OTTgEN Criterian. . ... ... ...
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Signature over Printed Name of the Authorized Signatory”;

b.  Inwoice Declaration harus memuat uraian jenis barang vang
jelas dan detail agar dapat diidentifikasi pemenuhan asal
barang;

c. Pernyataan asal barang pada IJavoice Declaration harus
ditandatangani oleh orang yang tercantum dalam Daftar
Eksportir Bersertifikat;

d. Dalam hal ruang vang tersedia dalam Jnvoice Declaration
tidak mencukupi untuk memuat seluruh barang, dapat
menggunakan lembar tambahan yang memuat uraian
harang yang dilengkapi klasifikasi barang, kriteria asal
barang, dan tanda tangan serta mnama orang yang
tercantum dalam daftar penandatangan Invoice Declaration;

e. Invoice Declaration berlaku untuk jangka waktu 12 (dua
belas) bulan untuk kepentingan penentuan asal barang,
dengan ketentuamn Invoice Declaration harus disampaikan
pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan
ayat (7); dan

f.  {Invoice Declaration diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat
di Negara Anggota Peserta MOU 2nd SCPP untuk jenis
barang terfentu yang tercantum dalam daftar barang (list of
product) pada Daftar Eksportir Bersertifikat.

2. Penelitian SKA Back-to-Back
Eksportir Bersertifikat di Negara Anggota pengekspor kedua

tidak dapat menerbitkan Back-to-Back mvoice.

'.CQ

Penelitian Third Country nvoicing
Eksportir Bersertifikat tidak dapat menggunakan J[muvoice
Declaration dalam mekanisme Third Country Invoicing.

V. PERMINTAAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT

1. Permintaan Retroactive Check

Pelaksanaan Permintaan Retroactive Check dilaksanakarn
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dengan ketentuan:

a. Permintaan Retrodctive Check dituijukan kepada Instansi
Penerbit SKA dengan melampirkan copy atan pindaian
Invoice Declaration dan mencantumkan alasan yang
menyebabkan Jnvoice Declarationn diragukan, kecuali dalam
hal Permintaan Retroactive Check dilakukan secara acak
(random) serta permintaan informasi, catatan, bukti atau
data-data pendukurng vang diperlukan untuk membuktikan
keasalan barang.

b. Jawaban -atas Permintaan Retroactive Check harus diterima
oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling
lama 90 (sembilan pulul) hari terhitung sejak diterimanya
Permintaan Retroactive Check, dengan mempertimbangan
prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal
sesuai Undang-Undang Kepabeanart.

¢c. Dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Check tidak
diterima dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman
Permintaan  Retroactive Check, Invoice Declaration
dinyatakan tidak valid.

2.  Verification Visit

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Negara Anggota pengimpor harus:

1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:

a) Eksportir Bersertifikat yang menerbitkan fnvoice
Declaration di Negara Anggota pengekspor;

b) Instansi Penerbit SKA;

¢) Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;

d) Importir barang terkait hwvoice Declaration yang
akan diverifikasi.

2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 1), mencantumkan informasi antara
lain:

a) nama Pejabat Bea dan Cukai yang meminta
untuk dilaksanakan Verification Visit;

h) nama  Ekspetir Bersertifikat yang akan
dikunjungi;
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¢) Rencana tanggal Verification Visit;

d) Rencana ruang lingkup Verification Visit,
termasuk referensi atas barang yang diverifikasi;
dan

¢) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan
Verification Visit.

3) Memperoleh persetujuan tertulis dari Eksportir

Bersertifikat yang akan dikunjungi.

b. Dalam hal persetnjuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 8) tidak diperoleh dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya
pemberitaliuan, fmvoice Declaration dinyatakan ditolak.

¢. Verification Visit harus dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
diterimanya persetujuan tertulis.

d. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi
Ketentuan Asal Barang, Rhvoice Declaration dinyvatakan
diterima:

e.  Penetapan diterima atau ditolaknya Invoice Declaration
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari terhitung sejak izin tertulis

sebagaimana dimaksud pada hurul a angka 3) diterima.

VI. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1.

Pengisian Pemberitahuan [mpor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan

Impor Barang (PIB) wajib diisikan kode Tarif Preferensi, nomor

referensi, dan tanggal mooice Declaration, dengan ketentuari

sebagai berikut:

a. Dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya
nienggunakan skema ATIGA, [mportr wajib
mencantumkan kode Tarif Preferensi ATIGA yaitu 06,
nomor dan tanggal oforisasi Eksportir Bersertifikat
(Certified Exporter Authorization Code) dicantumkan pada
Kolom 19 dan/atau Kolom 33 Pemberitahuan Impor
Barang (PIB);

www.peraturan.go.id



157 2017, No.1980

b. Dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
menggunakan skema ATIGA dan fasilitas kepabeanan, kode
06 wajib dicantumkan pada Kolom 33 Pemberitahuan
lmpor Barang (PIB), sedangkan nomor dan tanggal otorisasi
Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter Authorization
Code) wajib dicantumkan pada lembar lampiran Dokumen
Pelengkap Pabean dan pemenuhan persyaratan/fasilitas
impor Pemberitaliuan Impor Barang (PIB);

c. Nomor invoice dicantumkan pada Kolom 135 PIB.

2. Pengisian pada Pemberitaluan Impor Barang (PIB) untuk
ditimbun di TPB dan/atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran 11 huruf A Peraturan
Menteri ini.

3. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang
impor untuk ditimbun di PLB dan/atau Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran I huruf
A Peraturan Menteri ini.

4. Pengisian pada PPEFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran IT

huruf C Peraturarn Menteri ini.

VII. KETENTUAN LAIN TERKAIT DENGAN KETENTUAN ASAL BARANG
Hal-hal lain terkait Ketentuan Asal Barang, yaitu:

akumulasi;

proses dan pengerjaan minimal (Minimal Operation);

De Minimis;

perlakuan terhadap pengemas; dan

U

aksesoris, spare part dan peralatan,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercanturn dalam

Lampiran I huruf A Peraturan Menteri ini.
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B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF
PREFERENSI UNTUK TPB DAN PLB

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN
TARIF PREFERENSI UNTUK TPB
1. EKETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG
MENGGUNAKAN SKA

a.

Ketentuan Pengisian Pembeéritahuan Impor Barang Untiik

Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/

Pengusaha TPB wajib:

1) mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor
dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified
Exporter Authorization Code) Invoice Declaration, serta
mengisi kode fasilitas Tarif Preferensi sesuai dengan
masing-masing perjanjian atau kesepakatan
internasional yang tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran IT Peraturan Menteri ini;

2) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan 1 (satu) skema
perjanjian atau kesepakatan internasional, kode
fasilitas Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal
SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir
Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code)
nvoice Declaration dicantumkan pada kolom 17
dan/atau kolom 34 BC 2.3;

3) dalam hal BC 2.3 menggunakan lebih dari 1 (satu)
skema perjanjian atau kesepakatan internasienal
dan/atau menggunakan fasilitas lainnya, kode 99
dicantumkan pada kotak kolom 17 BC 2.3 serta diisi
“lihat Lampiran”. Nomor referensi dan tanggal SKA
atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportr
Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code)
Invoice Declaration, dan kode fasilitas Tarif Preferensi
dicantumkan pada kolom 34 BC 2.3 serta pada Lembar
Lampiran BC 2.3 Untuk Dokumen dan Kep/

Persetujuan;
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4) menyerahkan SKA atau hvoice Declaration asli, hasil
cetak BC 2.3 dan dokumen pelengkap pabean dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SFPB) BC 2.8, kepada Pejabat Bea dan Cukai Karitor
Pabean yang melakukan penelitian dokumen;

5) Kkhusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah
ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau
Authorized Economic Operator (AEO), menyerahkan SKA
atau Inveice Declaration asli beserta Dokumen
Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor
Pabean yang mengawasi TPB dalam jangka waktn
paling lama & (lima) hari kerja sejak tanggal Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang (SFPB) BC 2.3;

6) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak
menyerahkan SKA atau Jnvoice Declaration dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, SKA atau
Invoice Declaration ditolak dan Tarif Preferensi tidak
dapat diberikan; dan

7) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah
ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau
Authorized Economic Operator (AEQ) tidak
menyerahkan SKA atau Invoice Declaration dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, SKA atau
Ivoice Declaration ditolak dan Tarif Preferensi tidak
dapat diberikan.

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi

melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau Invoice

Declaration asli, hasil cetak dokumen BC 2.3 dan dokumen

pelengkap pahean:

Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk

menerima SKA atau Inwvoice Declaration, Pejabat Bea dan

Cukai memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan SKP

yang menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk

penetapan Tarif Preferensi pada dokumen BC 2.3 vang

bersangkutan.
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d. Dalam hal SKA diragukan,; Pejabat Bea dan Cukai
melakukan Permintaan Retrodctive Check serta nieniberikan
catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan SKP.

e. Apabila jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi
Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup kepada
Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai yang
melakukan penelitian dokumen memberikan catatan pada
dokumen BC 2.3 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA
memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi.
Dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Check tidak
diterima dalam jangka waktn yang ftelah diatur dalam
masing-masing perjanjian atan kesepakatan internasional,
SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

f.  Dalam hal SKA ditolak, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang mengawasi memberikan catatan pada
dokumen BC 2.3 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA
tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif
Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut
kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB. Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA secara tertulis

kepada Instansi Penerbit SKA.

L

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA

MENGGUNAKAN SKA DARI TPB KE TPB

Ketentuan Pengisian Pemberitalinan Pengeluaran Barang Untuk

Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat

Penimbunan Berikat Lainnya BC 2.7.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha

TPB wajib:

a.  mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor dan
tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter
Authorization Code) hvoice Declaration sesual dengan
masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 1T
Peraturan Menteri ini;

b. dalam hal BC 2.7 menggunakan skema perjanjian atau
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kesepakatan internasional, nomor dan tanggal BC 2.3 asal
barang pada saat pemasukan ke TPB yang telah
mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA atau
nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified
Exporter  Authorization  Code)  Invoice  Declaration
dicantumkan pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2
Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan [mper BC
2.7, Tujuan Pengiriman pada Header BC 2.7 Huruf D diisi
“pindah tangan”,

c. nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal
atorisasi  Eksportir  Bersertifikat  (Certified  Exporter
Authorization Code) Invoice Declaration dicantnmkan pada
kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan
Impor BC 2.7,

d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telal diberi catatan
oleh  Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau Jfnvoice
Declaration asli, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal
yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7;

e. Dalam hal Penyelenggara/Pengusaha  TPB tidalk
menyerahkan dokumen BC 2.8 yang telah diberi catatan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau nvoice

Declaration asli, Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA

MENGGUNAKAN SKA DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK

DIPAKAT)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan lmpor Barang dari Tempat

Penimbunan Berikat BC 2.5.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha

TPB wajib:

a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor dan
tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter
Authorization Code) Invoice Declaration serta mengisi kode

fasilitas Tarif Preferensi sesuai dengan masing-masing
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perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana
tercantiimi dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan
Menteri ini;

b. dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan 1 (satu) skema
perjanjian atau kesepakatan internasional, kode fasilitas
Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA atau
nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified
Exporter  Authorization  Code) Invoice  Declaration
dicantumkan pada kolom 17 danjfatan kolom 29 BC 2.5;

c. dalam hal BC 2.5 menggunakan lebih dari 1 (satu) skema
perjanjian  atau kesepakatan internasional dan/atau
menggunakan fasilitas lainnya, kede 99 dicantumkan pada
kotak kolom 17 BC 2.3 serta diisi “....(angka dan huruf)
SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”. Nomor
referensi dan tanggal SIKA atau nomer dan tanggal otorisasi
Eksportivr  Bersertifikat (Certified Exporter Authorization
Code) Invoice Declaration, dan kode fasilitas perjanjian atau
kesepakatan internasional dicantumkan pada kolom 29 BC
2.5 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5
serta pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang
dan/atau Bahan Impor BC 2.5;

d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan
oleli Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau Jnvoice
Declaration asli, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal
yvang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.3;

e dalam hal Periyelenggara/Pengusaha TPB tidak
menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan
olehh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau nvoice
Declaration asli, Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.
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II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN
TARIF PREFERENSI UNTUK PLB
1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG
MENGGUNAKAN SKA

a.

Ketentuan Pengisian Pemberitaliian Pabean PFPenimbunan

Barang Impor di Pusat Logistik Berikat BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/

Pengusaha PLB wajib:

1)  mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor
dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified
Exporter Authorization Code) Invoice Declaration serta
mengisi kode fasilitas Tarif Preferensi sesuai dengan
masing-masing perjanjian atau kesepakatan
internasional sebagaimana diatur dalam Lampiran [
dan Lampiran I Peraturan Menteri ini;

2) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan 1 (satu) skema
perjanjian atau kesepakatan internasiomial, kode
fasilitas Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal
SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir
Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code)
mnvoice Declaration dicantumkan pada kolom 25
dan/atau kolom 35 BC 1.6;

3) dalam hal BC 1.6 menggunakan lebih dari 1 (satu)
skema perjanjian atau kesepakatan internasienal
dan/ataun menggunakan fasilitas lainnya, tidak perln
dicantumkan kode fasilitas perjanjian  atau
kesepakatan internasional pada kelom 235 BC 1.6 serta
diisi “....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat
lembar lanjutan”. Nomor referensi dan tanggal SKA
atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir
Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code)
fvoice Declaration, dan kode fasilitas perjanjian atau
kesepakatan internasional dicantumkan pada kelom
35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen
Pelengkap Pabean BC 1.6;

4) menyerahkan SKA atau wvoice Declaration asli, hasil

cetak BC 1.6 dan dokumen pelengkap pabean paling
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lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan
Fengeluaran Barang (SPFPB) PLB, kepada Fejabat Bea
dan Cukali di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen;

5) Kkhusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah
ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau
Authorized Economic Operator (AEQO), menyerahkan SKA
atau Invoice Declaration asli Deserta Dokumen
Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor
Paeban yang mengawasi PLB paling lama 5 (lima) hari
kerja ‘sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB) BC 1.6;

6) dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau
PDPLB tidak menyerahkan SKA atau Jnwvoice
Declaration dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja, SKA atau Invoice Declaration ditolak dan
Tarif Preferensi tidak dapat diberikan;

7) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah
ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau
Authorized  Economic Operator (AEQ) tidak
menyerahkan SKA atau Jnvoice Declaration dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, SKA atau
Invoice Declaration ditolak dan Tarif Preferensi tidak
dapat diberikan.

b. Pejabat Bea dan Cukai di Kanitor Pabean yang mengawasi
melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau Jnvoice
Declaration asli, hasil cetak dekumen BC 1.6 dan dokumen
pelengkap pabean.

¢. Dalam hal Pegjabat Bea dan Cukai memutuskan untuk
menerima SKA atau [nvoice Declaration, maka Pejabat Bea
dan Cukai memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan
SKP yang nienerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan
untuk penetapan Tarif Preferensi pada dokumen BC 1.6
yang bersangkutan.

d. Dalami hal SKA diragukan, Pejabat Bea dan Cukai
melakukan Permintaan Retroactive Check serta memberikan

catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan SKP.
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e. Apabila jawaban Permintaan Retroactive Check dari Instansi
Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup kepada
Pejabat Bea dan Cukai, maka Pejabat Bea dan Cukai yang
melakukan penelitian dokumen memberikan catatan pada
dokunien BC 1.6 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA
memenuhi ketentnan untuk penetapan Tarif Preferensi.
Dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Check tidak
diterima dalam jangka waktu yang diatur dalam masing-
masing FTA, SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak
diberikan.

. Dalam hal SKA ditolak, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang mengawasi memberikan catatan pada
dokumen BC 1.6 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA
tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif
Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut
kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB. Kepala Kantor
Pabean atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan
pemberitahuan penolakan SKA secara ftertulis kepada

Instansi Penerbit SKA.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA

MENGGUNAKAN SKA DARI PLB KE PLB LAIN

Ketentuan Pengisian Pemberitaliuan Pengeluaran Barang Untuk

Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat

Penimbunan Berikat Lainnya BC 2.7.

Untuk mendapatkan Tarif’ Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha

PLB wajib:

a.  mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor darn
tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter
Authorization Code) Invoice Declaration sesual dengan
masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II
Peraturan Menteri ini;

b. dalam hal BC 2.7 menggunakan skema perjanjian atau
kesepakatan internasional, nomor dan tanggal BC 1.6 asal
barang pada saat pemasukan ke PLB yang telah

merncantumkan nomor referensi dan tanggal SKA atau
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nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifilcat (Certified
Exporter  Authorization  Code)  Invoice  Declaration
dicanthmkan pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2
Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan [Impor BC
2.7, Tujuan Pengiriman pada Header BC 2.7 Huruf D diisi
“pindah tangan”,

c. nomor referensi dan tanggal SKA atauw nomor dan tanggal
otorisasi  Eksportir  Bersertifikat  (Certified  Exporter
Authorization Code) Invoice Declaration dicantumkan pada
kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atan Bahan
Impor BC 2.7,

d. menyerahkan dekumen BC 1.6 vang telah diberi catatan
olelhh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau Invoice
Declaration asli, kepada Pejabat Bea dan Cukal di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal
yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7;

e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak
menyerahkan dokumien BC 1.6 yang telah diberi catatan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dekumern, terhadap SKA atau Jnvoice

Declaration asli Tarif Preferensi tidak dapat diberikarn.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA
MENGGUNAKAN SKA DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUI
DIPAKAT)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang Dari PLB

BC 2.8.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, importir wajib:

a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nemor dan
tanggal atorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter
Authorization Code) nwoice Declaration serta mengisi kode
fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional sesuai
dengan masing-masing perjanjian  atau kesepakatan
internasional sebagaimana tercantim dalam Lampiran [
dan Lampiran Il Peraturan Menteri ini;

b. dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan 1 (satu) skema
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perjanjian atau kesepakatan internasional, kode fasilitas
perjanjian atau kesepakatan internasional, nomior réferensi,
dan tanggal SKA atan nomor dan tanggal otorisasi Eksportir
Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code) Invoice
Declaration dicantumkan pada kolom 22 dan/atau kolom
37 BC 2.8;

dalam hal BC 2,3 menggunakan lebil dari 1 (satu) skema
perjanjian  atau kesepakatan internasional dan/atau
menggunakan fasilitas lainnya, tidak perlu dicantumkan
kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional
pada kolom 22 BC 1.6 serta diisi “..... (angka dan huruf)
dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”. Nomor referensi
dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir
Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code) Invoice
Declaration, dan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan
internasional dicantumkan pada kolom 37 BC 2.8 serta
pada Lembar Lanjutarni Dokumen dan Pemenuhan
Persyaratan Fasilitas BC 2.8;

menyeralikan dokumenn BC 1.6 yang telahh diberi catatan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau Jnvoice
Declaration asli, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal
vang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan

dalam hal importir tidak menyerahkan dekumen BC 1.6
yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen
terhadap SKA atau Mwvoice Declaration asli, Tarifl Preferensi
tidak dapat diberikan.
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C. KETENTUAN PROSEDURAL TEREKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF
PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

I. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG

MENGGUNAKAN SKA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01
Pemasukan Barang Asal Luar Daerahh Pabean ke Kawasan
Bebas.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Pengusaha Kawasan Bebas

wajib:

a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA, e-Form D, atau
Invoice Declaration pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasnkan.
Dalam hal dokumen pelengkap pabean lainnya lebih dari
satu, nomor dan tanggal SKA, e-Form D, atau JInwvoice
Declaration dicantumkan di Lembar Lampiran Dokumen
Pelengkap Pabean Lainnya;

b. Mencantumkan kode fasilitas perjanjian atau kesépakatan
internasional secara benar sesuai dengan masing-masing
perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana
diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, pada kolom
40 PPETZ-01;

c. menyerahikan SKA atau Invoice Declaration asli, hasil cetak
PPFTZ-01 dan dokumen pelengkap pabean dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat
Persetujuan  Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01
pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pahean yang melakukan penelitian dokumen;

d. dalam hal Importr tidak menyerahkan SKA atau Invoice
Declaration dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja, SKA atau #nvoice Declaration ditolak dan Tarif
Preferenisi tidak dapat diberikan.

2.  Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen terhadap
SKA atau e-Form D atau hvoice Declaration, hasil cetak
dokumen PPFTZ-01 dan dokumen pelengkap pabean.

3. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk nienerinia
SKA, e-Form 1), atau Invoice Declaration, Pejabat Bea dan Cukai
memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 dan SKP yang
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menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk
penetapan Tarif Freferensi pada dokunmien PFFTZ-01 yang
bersangkutain.

Dalam hal SKA diragukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan
Permintaan Retroactive Check serta memberikan catatan status
konfirmasi pada PPFTZ-01 dan SKP.

Apabila jawaban Permintaan Retrodactive Check dari Instansi
Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup képada
Pejabat Bea dan Cukai;, Pejabat Bea dan Cukai memberikan
catatan pada dokumen PPFTZ-01 dan SKP yang menerangkan
bahwa SKA memenulhi ketentuan untuk penetapan tarif
preferensi. Dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Checlk
tidak diterima dalam jangka waktu yang diatur dalam masing-
masing FTA, SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikamn.
Dalam hal SKA ditolak, Pejabat Bea dan Cukai memberikan
catatan pada dokumen PPFTZ-01 dan SKP yang menerangkan
bahwa SKA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan
Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut
kepada Importir. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan
SKA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

www.peraturan.go.id



2017, No.1980

II.

-170-

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE

TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE

KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA

1. Ketentuan mengenai pemasukan barang ke TLDDP sepanjang
dapat dibuktikan atas barang yang dikeluarkan dari Kawasan
Bebas ke TLDDP berasal dari PPFTZ-01 pemasukan barang ke
Kawasan Bebas telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif
Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai.

2. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPEFTZ-01
pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari Kawasan
Bebas.

Untuk mendapatkan Taril Preferensi, pengusaha di Kawasan
Bebas yang felah memenuhi persyaratan sebagai péngusaha
yang dapat menggunakan Tarif Preferensi, wajib:

a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau e-Form D atau
nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified
Exporter Authorization Code) pada kolom 23 PPFTZ-01
pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP. Dalam
hal dokumen pelengkap pabean lainnya lebih dari 1 (satu),
nomor dan tanggal SKA atau e-Form D atau nomor dan
tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter
Authorization Code) dicantumkan di Lembar Lampiran
Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya;

b. mencantumkan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan
internasional secara benar sesuai masing-masing perjarjian
atau kesepakatan internasienal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ Peraturan Menteri ini pada kolom 40
PPFTZ-01;

c. menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke
Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea
dan Cukai ferhadap SKA atau Rwoice Declaration asli
kepada Pejabat Bea dan Cukai pada tanggal yang sama
dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran;

d. dalam hal pengusaha tidak menyerahkan dokunien PPFTZ-
01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah diberi

catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
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melakuikan penelitian dekumen terhadap SKA atan voice

Declaration asli, Tarif Preferensi tidak dapat diberikarn.
Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengecekan di SKP dan
mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari
Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang
ke Kawasan Bebas.
Dalam hal barang dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari
Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari
dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yvang
telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai, Tarif
Preferensi tidak diberikan.

Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai
memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan
dalam SKP.
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